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ABSTRAK  

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK 

PERUSAHAAN MELALUI MEDIA FACEBOOK 

( STUDI PUTUSAN KASASI NO 511/K/PID.SUS/2020 ) 

 

Fika Aulia1 

M. Hary Angga Pratama Sinaga, S.H., M.H.** 

Dr Firman Halawa, S.H., M.H.*** 

 
Dengan adanya perkembangan teknologi, manusia berlomba untuk 

memanfaatkan teknologi, untuk mendapatkan keuntungan termasuk dalam bidang 
perdagangan, komunikasi, dan termasuk kejahatan, walaupun dunia kejahatan selalu 
menyertai setiap tindakan manusia, namun peraturannya selalu tertinggal di belakang. 
Rumusan masalahnya yaitu: Bagaimana ketentuan hukum tentang kedudukan alat bukti 
elektronik dalam pembuktian hukum pidana terhadap pencemaran nama baik melalui 
media facebook, bagaimana tanggung jawab tindak pidana pencemaran nama baik 
Perusahaan melalui media facebook, bagaimana pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan no. 511/K/PID.SUS/2020. 

Di tinjau dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Jenis 
penelitian adalah Yuridis Normatif, dalam memperoleh data yang dibutuhkan penulis 
melakukan pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan, jenis data nya ialah, 
primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif atau 
dijabarkan dengan kalimat, setelah semua data berhasil dikumpulkan. 

Alat bukti yang sah menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ialah 
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Pencemaran nama baik juga 
masuk dalam pelanggaran hak asasi manusia merupakan masalah dalam masyarakat 
umum, maka hukum pidana mengakomodasinya dalam kitab Undang - Undang Hukum 
Pidana. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada 
Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tersebut, Membebankan biaya perkara pada 
seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara. 

Berdasarkan UU ITE, mengatur perbuatan pencemaran nama baik perbuatan 
yang dilarang dan pada pasal 27 ayat (3) dan pasal 36 antara lain: “Setiap Orang dengan 
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 
Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Facebook 
 

                                                           
1 Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi 

Medan. 
** Dosen Pembimbing I Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan 

Panca Budi Medan. 
*** Dosen Pembimbing II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan 

Panca Budi Medan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusi la pada elra modelrn ilni l di lsellilmuti l dan dilsuguhi l delngan kelmajuan duni la 

yang belgi ltu pelsat kelmajuan duni la i lni l telrjadi l belgi ltu celpat khususnya dalam hal 

pelrkelmbangan telknologi l saat i lni l delngan adanya bantuan telknologi l manusi la selmaki ln 

di lmudahkan dalam mellakukan akti lvi ltas selhari l-hari l. Kelbelradaan telknologi l yang 

pali lng telrasa adalah delngan hadi lrnya i lntelrnelt dalam kelhi ldupan manusi la Ilntelrnelt 

(Ilntelrconelcteld Neltwork) melrupakan jari lngan komputelr yang telrdi lri l dari l belrbagai l 

jari lngan delngan ukuran belrbelda yang sali lng belrhubungan mellalui l suatu meldi lum 

komuni lkasi l ellelktroni lk dan dapat sali lng melngaksels layanan - layanan yang di lseldi lakan 

olelh jari lngan lai lnnya, Sellai ln banyak melnolong masyarakat, saat i lni l telknologi l 

di ljadi lkan sarana i lnformasi l dan komuni lkasi l pali lng utama. Kelhadi lran i lntelrnelt sangat 

melmbantu manusi la dalam belrkelgi latan selhari l-hari l.  

Hal yang pali lng telrasa adalah delngan adanya i lntelrnelt melmbuat selgala macam 

ri lntangan i lnformasi l yang selbellumnya suli lt di l dapat melnjadi l belgi ltu mudah untuk 

di lpelrolelh. Sellai ln i ltu delngan adanya i lntelrnelt selti lap orang selmaki ln mudah mellakukan 

hubungan komuni lkasi l delngan orang lai ln, bahkan di lbatasi l jarak yang belgi ltu jauh 

bukan hanya i ltu saja, saat i lni l selti lap orang bi lsa mellakukan akti lvi ltas jual belli l atau 

kelgi latan bi lsni ls lai lnnya mellalui l i lntelrnelt. Kelbelradaan i lntelrnelt selbagai l “neltwork of thel 

neltworks” di l selluruh bellahan duni la, selbagai l salah satu sarana komuni lkasi l selcara 
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global yang belrbasi ls kelbelbasan belri lnformasi l (Freleldom of i lnformati lon) dan juga 

kelbelbasan belrkomuni lkasi l.1 

Delngan adanya pelrkelmbangan telknologi l, manusi la belrlomba untuk 

melmanfaatkan telknologi l, untuk melndapatkan keluntungan telrmasuk dalam bi ldang 

pelrdagangan, komuni lkasi l, dan telrmasuk keljahatan, walaupun duni la keljahatan sellalu 

melnye lrtai l selti lap ti lndakan manusi la, namun pelraturannya sellalu telrti lnggal di l bellakang. 

Hal i lnil melnunjukan pelsatnya pelrkelmbangan duni la keljahatan yang bellum bi lsa dil i lkutil 

pelraturan Pelrundang - undangan pi ldana Ilndoelnsi la karelna i ltu pelraturan telntang IlTEl 

(Ilnformasi l dan Transaksi l Ellelktroni lk), di lsahkan pada tahun 2008, delngan UU No. 11 

tahun 2008, kelmudi lan di l amandelmelnt pada tahun 2016. Amandelmelnt di llakukan juga 

untuk melngi lkuti l pelrkelmbangan duni la keljahatan cybelr telrselbut.  

Telknologi l telrselbut ti ldak hanya di lbuat untuk selsuatu yang belrguna, namun 

kadang di l salah gunakan untuk mellakukan pelrbuatan-pelrbuatan yang di llarang, 

selpelrti l: melnghi lna, melnghasut, belrbuat cabul, melncelmar nama bai lk, melmbi lcarakan 

selsuatu yang ti ldak pantas, melni lpu, melncuri l, melnggellapkan, melnye lbarkan selsuatu 

yang belrtelntangan delngan hukum, dll. Pelrbuatan-pelrbuatan telrselbut melni lmbulkan 

korban, korban akan melrasa malu, dilrelndahkan, ti ldak di lakui l harga di lri lnya, hillangnya 

kelbanggan / kelhormatannya, di lasi lngkan, melnye lndi lri l, dil bully, di l pelrlakukan ti ldak 

                                                           
1 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, 

hal.6. 
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selbagai lmana melsti lnya, yang selmua i ltu sangat mellukai l korban dan mellanggar hak 

yang mellelkat pada korban.2 

Meldi la sosi lal melrupakan selbuah meldi la onli lnel, yang mana para pelnggunanya 

bi lsa delngan mudah melmanfaatkannya untuk sali lng belrkomuni lkasi l. Selcara umum, 

meldi la sosi lal melncakupi l selmua jelni ls apli lkasi l dan si ltus welbsi ltel yang bi lsa di l aksels 

mellalui l i lntelrnelt yang telrdapat telks, suara, foto, dan vi ldelo di lantaranya Facelbook, 

Twi lttelr, Youtubel, Myspacel, Path, Li lnel, Tellelgram, dan Ilnstagram telrmasuk si ltus 

belri lta, blog, si ltus pelrusahaan. 

Pelncelmaran nama bai lk mellalui l meldi la sosi lal, telrmasuk Facelbook, melrupakan 

salah satu i lsu hukum yang selri lng kali l melnjadi l pelrhati lan, telrutama dalam kontelks 

hukum pi ldana di l Ilndonelsi la. Seli lri lng delngan pelrkelmbangan telknologi l i lnformasi l, 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telntang Ilnformasi l dan Transaksi l E llelktroni lk 

(UU IlTEl) melnjadi l dasar hukum utama dalam melnjelrat pellaku ti lndak pi ldana 

pelncelmaran nama bai lk mellalui l platform dilgi ltal. Dalam kontelks pelrusahaan, 

pelncelmaran nama bai lk bi lsa telrjadi l ji lka selselorang atau pi lhak telrtelntu melnye lbarkan 

i lnformasi l yang melrugi lkan relputasi l pelrusahaan mellalui l meldila sosi lal. Ilnformasi l i lnil 

bi lsa belrupa tuduhan, kri lti lk tajam yang ti ldak belrdasar, atau fi ltnah yang dapat melrusak 

ci ltra pelrusahaan di l mata publi lk. 

Pelncelmaran nama bai lk pelrusahaan mellalui l meldi la sosilal selpelrti l Facelbook 

melrupakan i lsu yang komplelks dan melmelrlukan pelmelnuhan unsur-unsur telrtelntu 

                                                           
2 Mety Rahmawati, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana 

Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, Jakarta, hal 21. 
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untuk dapat di lkatelgori lkan selbagai l ti lndak pi ldana. Pelrli lndungan telrhadap nama bai lk 

pelrusahaan pelrlu di li lmbangi l delngan hak i lndi lvi ldu untuk melngungkapkan pelndapat 

dan kri lti lk, telrutama ji lka kri lti lk telrselbut belrkai ltan delngan prakti lk pelrusahaan yang 

melrugi lkan. Pelngadi llan di lharapkan mampu melmbelri lkan putusan yang adi ll, 

melmpelrti lmbangkan selmua bukti l dan kontelks yang rellelvan, selrta melnjaga 

kelseli lmbangan antara pelrli lndungan hukum dan kelbelbasan belrelksprelsi l. 

Belrdasarkan urai lan telrselbut, maka pelnuli ls telrtari lk untuk melngkaji l lelbi lh 

dalam melngelnai l pelrmasalahan TIlNJAUAN YURIlDIlS TIlNDAK PIlDANA 

PElNCElMARAN NAMA BAIlK PElRUSAHAAN MElLALUIl MElDIlA FACE lBOOK ( 

STUDIl PUTUSAN KASASIl NO 511/K/PIlD.SUS/2020 ) 

 

B. Rumusan Masalah 

Belrdasarkan latar bellakang masalah yang tellah di lurai lkan di l atas dapat 

di lrumuskan pelrmasalahan hukum selbagai l belri lkut : 

1. Bagai lmana keltelntuan hukum telntang keldudukan alat bukti l ellelktroni lk dalam 

pelmbukti lan hukum pildana telrhadap pelncelmaran nama bai lk mellalui l meldila 

facelbook? 

2. Bagai lmana tanggung jawab ti lndak pildana pelncelmaran nama bai lk Pelrusahaan 

mellalui l meldi la facelbook? 

3. Bagai lmana pelrti lmbangan haki lm dalam melnjatuhkan putusan no. 

511/K/PIlD.SUS/2020 ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Selti lap pelnelli lti lan yang di llakukan dapat di lpasti lkan melmi llilki l tujuan yang 

helndak di lcapai l dalam pelnelli lti lannya, adapun tujuan yang helndak di lcapai l dalam 

pelnelli lti lan i lni l adalah selbagai l belri lkut: 

1. Untuk melngeltahui l keltelntuan hukum telntang keldudukan alat bukti l ellelktroni lk 

dalam pelmbukti lan hukum pildana telrhadap pelncelmaran nama bai lk mellalui l meldila 

facelbook. 

2. Untuk melngeltahui l bagai lmana tanggung jawab ti lndak pi ldana pelncelmaran nama 

bai lk Pelrusahaan mellalui l meldi la facelbook. 

3. Untuk melngeltahui l pelrti lmbangan haki lm dalam melnjatuhkan putusan no. 

511/K/PIlD.SUS/2020/ 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam pelnelli lti lan i lni l, telrdapat belbelrapa manfaat yai ltu manfaat telori lti ls, 

manfaat akadelmi ls, dan manfaat prakti ls yang dapat diltelri lma, adapun manfaat-manfaat 

telrselbut di ljellaskan selbagai l belri lkut:  

1. Manfaat Akadelmi ls 

Manfaat akadelmi ls melrupakan salah satu syarat dalam melnyellelsai lkan program 

pelndi ldi lkan sarjana hukum pada Program Studi l Illmu Hukum, Fakultas Sosilal 

Sai lns, Uni lvelrsi ltas Pelmbangunan Panca Budi l.  
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2. Manfaat Telori lti ls 

Manfaat prakti ls dapat di ljadi lkan selbagai l sarana untuk mellakukan pelngelmbangan 

i llmu pelngeltahuan, wawasan dan pelni lngkatan mutu i llmu pelngeltahuan, khususnya 

dalam pelmbatalan pelrkawi lnan karelna pelmalsuan i ldelnti ltas.  

3. Manfaat Prakti ls 

Manfaat prakti ls yang di ltelri lma di lharapkan dapat melnjadi l salah satu relfelrelnsi l 

yang dapat di lambi ll olelh pelmbuat kelbi ljakan, pellaksana kelbi ljakan, dan 

masyarakat selcara kelselluruhan yang arti lnya pelnelli lti lan i lni l dapat di lmanfaatkan 

olelh para pelmangku kelpelnti lngan khususnya dalam pelmbatalan pelrkawi lnan 

karelna pelmalsuan i ldelnti ltas.  

E. Keaslian Penelitian 

Pelnelli lti lan skri lpsi l yang belrjudul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS 

(STUDI PUTUSAN 0074/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn), seltellah di ltellusuri l olelh Pelnelli ltil 

bahwa judul i lni l sudah di llakukan pelnelli lti lan selbellumnya, pelnuli ls-pelnuli ls telrselbut 

antara lai ln : 

1. Salsabi lla Delstri lna Nugraha, Fakultas Hukum Uni lvelrsi ltas Ilslam Ilndonelsi la 

Yogyakarta 2022. 

Judul :  Ti lnjauan Yuri ldi ls Ti lndak Pelncelrmaran Nama Bai lk Mellalui l Meldi la Sosi lal 

Belrkai ltan Delngan Pelrbuatan Publi lkasi l Ildelnti ltas Telrduga Pellaku 

Kelkelrasan Selksual Olelh Korban. 
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a. Rumusan Masalah :  

1) Apakah pelrbuatan melmpubli lkasi lkan i ldelnti ltas Telrduga pellaku kelkelrasan 

selksual di l meldi la sosi lal olelh korban telrmasuk ti lndakan pi ldana 

pelncelmaran nama bai lk ? 

2) Bagai lmana rellelvansi l pelmelnuhan Asas praduga tak belrsalah atas 

publi lkasi l ildelnti ltas Telrduga pellaku kelkelrasan selksual olelh korban ? 

b. Kelsi lmpulan :  

1) belrdasarkan delskri lpsi l dan anali lsi ls bagai lmana tellah pelnuli ls jellaskan 

dalam bab bab selbellumnya maka telrdapat rumusan kelsi lmpulan selbagail 

jawaban atas rumusan masalah pelnelli lti lan i lni l yai ltu 

2) belrdasarkan ti lnjauan yuri ldi ls pasal dua tujuh ayat tilga UU Iltel telntang 

pelncelmaran nama bai lk yang tellah di llakukan pelnuli ls selcara yuri ldi ls 

pelrbuatan melmpubli lkasi lkan i ldelnti ltas Telrduga pellaku kelkelrasan selksual 

olelh korban melrupakan suatu tilndak pildana pelncelmaran nama bai lk. 

Pelngakuan yang di lmi lli lkil korban baru dapat di lkatakan suatu fakta yang 

sah apabi lla tellah di lbukti lkan mellalui l putusan haki lm yang i lncracht 

selhi lngga belnar atau ti ldaknya pelngakuan yang di lbelri lkan olelh korban 

telrkai lt i ldelnti ltas Telrduga pellaku korban selcara yuri ldi ls telrmasuk kel 

dalam ti lndak pi ldana pelncelmaran nama bai lk. Pelnelrbi ltan surat 

keltelrangan belrsama (SKB UU IlTEl) selbagai l peldoman i lmplelmelntasi l 

belbelrapa pasal dalam UU Iltel ti ldak selrtamelrta melnjadi l pelli lndung korban 

yang melmpubli lkasi lkan i ldelnti ltas Telrduga pellaku di l meldila sosi lal hal 
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telrselbut karelna keldudukan SK B belrsi lfat pelneltapan selhi lngga ti ldak 

dapat melngi lkat para haki lm dalam melmutus suatu pelrsi ldangan.  

3) Telrdapat rellelvansi l antara Asas praduga ti ldak belrsalah delngan publi lkasil 

i ldelnti ltas Telrduga kelkelrasan selksual yang di llakukan korban hal telrselbut 

di lkarelnakan pelrbuatan publi lkasi l i ldelnti ltas Telrduga pellaku kelkelrasan 

selksual olelh korban di l meldi la sosi lal dapat melnggi lri lng opi lni l dan pelri llaku 

masyarakat kelmudi lan apabi lla di lli lhat juga dari l pelrspelkti lf Telrduga 

pellaku pelrbuatan publi lkasi l telrselbut tellah mellanggar hak asasi l manusi la 

dari l Telrduga pellaku i ltu selndi lri l.3 

2. Junilsyah Nasuti lon, Uni lvelrsi ltas Meldan Arela Fakultas Hukum Meldan 2022. 

Judul :  Ti lnjauan Yuri ldi ls Ti lndak Pildana Pelrcelmaran Nama Bai lk Mellalui l 

Meldi la Sosi lal Facelbook.  

a. Rumusan Masalah : 

1) Bagai lmana belntuk pelrli lndungan hukum telrhadap para korban 

pelncelmaran nama bai lk mellalui l meldi la sosi lal Facelbook? 

2) Bagai lmana tanggung jawab pi ldana bagi l pellaku pelncelmaran nama bai lk 

mellalui l meldi la sosi lal Facelbook? 

b. Kelsi lmpulan : 

                                                           
3 Salsabila Destrina Nugraha, Tinjauan Yuridis Tindak Pencermaran Nama Baik Melalui 

Media Sosial Berkaitan Dengan Perbuatan Publikasi Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual 

Oleh Korban. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2022. 

https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/42165/18410646.pdf?sequence=1 diakses 11 

Desember 2023, pukul 15:00 Wib 

https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/42165/18410646.pdf?sequence=1
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Belrdasarkan pelmbahasan dan pelrmasalahan yang di ltelli lti l maka hasill 

kelsi lmpulan adalah selbagai l belri lkut : 

1) Pelrli lndungan hukum pelncelmaran nama bai lk mellalui l meldi la sosilal 

Facelbook mellanggar pasal 27 (3) Jo pasal 45 Ayat (3) undang undang 

RIl nomor 19 tahun 2016 telntang pelrubahan atas undang undang RIl 

nomor 11 tahun 2008 telntang i lnformasi l dan transaksi l ellelktroni lk. 

2) Pelrtanggung jawaban pi ldana pelncelmaran nama bai lk mellalui l meldi la 

sosi lal Facelbook selbagai lmana di latur dan di lancam pildana dalam pasal 

310 ayat (1) KUHPi ldana dalam pelnjellasan pasal 310 KUHP 

melnelrangkan bahwa melnghi lna adalah melnye lrang kelhormatan dan nama 

bai lk selselorang yang di lselrang i lni l bilasanya melrasa malu kelhormatan 

yang di lselrang di l si lni l hanya melngelnai l kelhormatan telntang nama bai lk 

pada pri lnsi lpnya melngelnai l pelncelmaran nama bai lk dilatur dalam KUHP 

Bab XVIl telntang pelnghi lnaan yang telrmuat dalam pasal 310 s.d 321 

KUHP.4 

3. M. Fathun Fakhri lzal, Kelmelntri lan Pelndi ldi lkan Kelbudayaan, Ri lselt Dan Telknologil 

Uni lvelrsi ltas Bornelo Tarakan Fakultas Hukum 2023. 

Judul :  Ti lnjauan Yuri ldi ls Telrhadap Pellaku Ti lndak Pi ldana Pelrcelmaran Nama 

Bai lk Mellalui l Meldi la Sosilal (Studi l Kasus Putusan Nomor: 

                                                           
4 Junisyah Nasution, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Percemaran Nama Baik Melalui Media 

Sosial Facebook. Universitas Medan Area Fakultas Hukum Medan 2022. 

https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/18429/1/188400091%20-

%20Junisyah%20Nasution%20-%20Fulltext.pdf diakses 11 Desember 2023, pukul 15:15 wib. 
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415/Pild.Sus/2020/PN Tar dan Putusan Nomor: 259/Pild.Sus/2019/PN 

Bi lr). 

a. Rumusan Masalah :  

Belrdasarkan urai lan latar bellakang yang tellah di lkelmukakan pelnuli ls telrtari lk 

melmbahas rumusan masalah selbagai l belri lkut : 

1) Pelrtangung jawaban pi ldana telrhadap pellaku ti lndak pi ldana pelncelmaran 

nama bai lk belrdasarkan putusan nomor 415 / Pild.Sus/2020/PN Bi lr.  

2) Pelrti lmbangan haki lm hukum dalam melnjatuhkan putusan telrhadap 

pellaku pelncelmaran nama bai lk mellalui l meldi la sosi lal dalam putusan 

nomor : 415/Pild.Sus/2020/PN Tar.  

b. Kelsi lmpulan :  

Belrdasarkan latar bellakang dan pelmbahasan maka skri lpsi l i lni l di lsi lmpulkan 

selbagai l belri lkut :  

1) Pelrtangungjawaban pi ldana telrhadap pellaku ti lndak pi ldana pelncelmaran 

nama bai lk di l meldi la sosi lal dalam putusan nomor 415/Pild.Sud/2020/PN 

Tar, pellaku di lkelnakan pelrtanggung jawaban belrupa pi ldana pelnjara 

sellama dua bulan delngan masa pelrcobaan sellama elnam bulan dan delnda 

selbelsar Rp. 2.000.000 ( dua juta ). Aku seldangkan pada putusan nomor 

259/Pild.Sus/2019/PN Bi lr pellaku di lkelnakan pelrtanggung jawaban 

belrupa pi ldana pelnjara sellama 10 bulan masilng masilng pelrtanggung 

jawaban i lni l di lpelngaruhi l olelh pi ldana i ltu selndi lri l karelna aki lbat yang 
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di ltilmbulkan dari l ti lndak pi ldana pelncelmaran nama bai lk dan keladaan 

keladaan yang melmbelratkan dari l Masi lng putusan telrselbut.  

2) Pelrti lmbangan haki lm dalam melnjatuhkan putusan telrhadap pellaku ti lndak 

pi ldana pelncelmaran nama bai lk di l meldi la sosi lal pada putusan nomor 

415/pi ld.Sus/2020/PN Tar majelli ls haki lm dalam melnjatuhkan putusan 

belrdasarkan tuntutan yang di lbelri lkan olelh jaksa pelnuntut umum dan juga 

fakta fakta di l pelrsi ldangan, belrat ri lngannya suatu pelmi l dan Naan 

di ldasarkan pada aki lbat yang di lti lmbulkan selrta keladaan yang 

melmungki lnkan telrdakwa yang di lbelri lkan kelri lnganan.5 

F. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan Yuridis 

Pelngelrti lan pelncelmaran nama bai lk dalam bahasa Ilnggri ls selri lng di lselbut 

delngan i lsti llah Delfamati lon dan pelnye lbutan di l nelgara lai ln yai ltu Slandelr, Calumny 

dan Vi lli lfi lcati lon kelti lga i lsti llah i lni l di lgunakan untuk pelncelmaran nama bai lk selcara 

li lsan, Dan pelncelmaran nama bai lk selcara tuli lsan selri lng di lselbut delngan lilbell. 

Seldangkan melnurut Black’s Law Di lcti lonary Delfamati lon adalah pelrbuatan yang 

melmbahayakan relputasi l orang lai ln delngan melmbuat pelrnyataan yang salah 

telrhadap pi lhak kelti lga. Di l nelgara- nelgara Ci lvi ll Law ti lndak pi ldana pelncelmaran 

nama bai lk selri lng di lmasukkan keldalam katelgori l keljahatan hukum pi ldana. 

                                                           
5 M. Fathun Fakhrizal, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percemaran Nama 

Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 415/Pid.Sus/2020/PN Tar dan Putusan 

Nomor: 259/Pid.Sus/2019/PN Bir). Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi 

Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum 2023. https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT10-10-

2023-133552.pdf   Diakses 11 Desember 2023, pukul 15:50 wib. 
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Ti lndak pi ldana pelncelmaran nama bai lk adalah pelrbuatan pi ldana yang 

melnye lrang nama bai lk, belrupa ucapan, kali lmat dan meldi la yang melnye lrang 

kelhormatan orang lai ln dan dapat melnurunkan harga di lri l selrta martabat pilhak 

yang di lcelmarkan. Atau pelnuduhan telrhadap selselorang bahwa tellah mellakukan 

selsuatu dan di lselbarkan kel masyarakat luas.6 Gangguan atau pellanggaran yang 

melngarah telrhadap relputasi l selselorang yang belrupa pelrnyataan yang salah, fi ltnah, 

pelncelmaran nama bai lk, melngeljelk dan pelnghi lnaan.7 Ti lndak pildana pelncelmaran, 

melmpunyai l unsur-unsur yai ltu unsur kelselngajaan, unsur melnye lrang kelhormatan 

dan nama bai lk, dan unsur di lmuka umum. Seldangkan di l Ilndonelsi la ada belbelrapa 

ti lndak pi ldana yang di lkatelgori lkan selbagai l ti lndak pi ldana pelncelmaran nama bai lk, 

yai ltu: 

a. melnuduh selsuatu hal selcara li lsan pasal 310 ayat 1 KUHP, 

b. melnuduh selsuatu hal delngan tuli lsan atau gambaran yang di lsi larkan pasal 310 

ayat KUHP, 

c. fi ltnah pasal 311 KUHP dan pasal 36 ayat 5 UU. No. 32 tahun 2002 telntang 

pelnyi laran, 

d. pelngaduan fi ltnah pasal 317 KUHP, 

e. Melndi lstri lbusi lkan dan /atau mantrasmi lsi lkan dan /atau melmbuat dapat6 

di lakselsnya i lnformasi l ellelktroni lk dan/ atau dokumeln ellelktroni lk yang 

                                                           
6  Maharidiawan Putra, “Hukum dan Perubahan Sosial: Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari 

Aspek Kemajuan Teknologi”, Jurnal Morality Volume 4 Nomor 1, Juni 2018, hlm. 47. 
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melmi llilki l muatan pelnghi lnaan dan/ atau pelncelmaran nama bai lk pasal 27 ayat 

3 UU IlTE l.7 

Pelngaturan ti lndak pi ldana di l Ilndonelsi la di lselbabkan adanya asas lelgali ltas 

(pri lnci lplel of lelgali lty) bi lasa di lkelnal dalam bahasa lati ln “Nullum delli lctum nulla 

poelna si lnel praelvi la lelgel” (ti ldak ada pi ldana tanpa pelraturan lelbi lh dahulu). Asas 

lelgali ltas i lni l pelrtama-tama melmpunyai l belntuk selbagai l undang-undang adalah 

dalam konsti ltusil. Amelri lka 1776. Asas i lni l sellanjutnya di lmasukkan kel dalam 

Pasal 4 Codel Pelnal Pelranci ls yang di lsusun olelh Napolelon Bonapartel. Pasal 1 

ayat (1) Weltboelk van Strafrelcht di l Nelgelri l Bellanda yang delngan telgas 

melnyatakan, ” Geleln feli lt i ls strafbaar dan ui lt kraft van elelneldaaraan voorafgelganel 

weltelli ljkel strafbelpali lng”. Sellanjutnya asas telrselbut di lmuat dalam Pasal 1 ayat (1) 

KUHP Ilndonelsi la8 

Asas lelgali ltas pada dasarnya belrmuara pada ni llai l-ni llai l kelpasti lan hukum 

yang belri lmpli lkasi l pada elfelkti lvi ltas pelnelgakan hukum pildana dan dapat 

melngelsampi lngkan kelmanfaatan dan keladi llan. Selbab selcara sosi lologi ls pelrubahan 

masyarakat selri lng kali l lelbi lh celpat di lbandi lngkan pelrubahan hukum. 

Elfelkti lvi ltasnya sangat telrgantung pada seljauhmana kelpelkaan aturan normati lf 

hukum mampu melnganti lsilpasi l telrhadap pelrubahan sosi lal yang telrjadi l, gaya 

hi ldup, budaya dan keli lngi lnan manusi la, bai lk posi ltilf dan nelgati lf dari l selti lap 

i lndi lvildu-i lndi lvi ldu dalam masyarakat untuk melmanfaatkan hasi ll dari l kelmajuan 

                                                           
7  Marjan Miharja, Pengantar Hukum Indonesia, Qiara Media, Surabaya, 2019, hal, 17 
8  Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, 2005, hal. 10 
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telknologi l telrselbut, yang selyogi lanya harus mampu di lanti lsi lpasi l olelh aturan 

hukum. 

2. Tindak Pidana  

Ti lndak pi ldana selbagai l suatu tilndakan atau pelrbuatan yang bi lla di llanggar 

mellahi lrkan keltelntuan hukum bagi l pellakunya delngan tuntutan sanksi l yang jellas 

dan telgas selsuai l delngan KUHP. Ti lndak Pi ldana atau dalam bahasa Bellanda 

di lselbut strafbaar felilt. melrupakan suatu rumusan yang melmuat unsur-unsur 

telrtelntu yang melni lmbulkan dapat di lpi ldananya selselorang atas pelrbuatannya yang 

tellah di ltelntukan olelh pelraturan pelrundang-undangan pi ldana.9 Dalam Ki ltab 

Undang - Undang Hukum Pildana (KUHP) ti lndak pi ldana di lkelnal delngan i lstillah 

Strafbaarfelilt Ti lndak pi ldana i lni l melrupakan i lsti llah yang melngandung suat 

pelngelrti lan dasar dalam illmu hukum, selbagai l i lstillah yang di lbelntuk delngan 

kelsadaran dalam melmbelri lkan ci lri l telrtelntu pada pelri lsti lwa hukum pi ldana. Ti lndak 

pi ldana melmpunyai l pelngelrti lan yang abstrak dari l pelri lsti lwa - pelri lsti lwa yang 

konkri lt dalam lapangan hukum pi ldana, selhi lngga ti lndak pi ldana haruslah 

di lbelri lkan arti l yang belrsi lfat illmi lah dan diltelntukan delngan jellas untuk dapat 

melmi lsahkan delngan i lstillah yang di lpakai l selhari l-hari l dalam kelhi ldupan 

masyarakat. Delli lk dalam bahasa Bellanda di lselbut Strafbaarfeli lt, yang telrdi lri l atas 3 

kata yai ltu straf, baar, dan feli lt. Di lmana kelti lganya melmi lli lki l arti l yai ltu: Straf 

di larti lkan selbagai l pi ldana dan hukum, Baar di larti lkan selbagai l dapat dan bolelh, Feli lt 

di larti lkan selbagai l ti lndak, pelri lsti lwa, pellanggaran dan pelrbuatan. Jadi l i lstillah 

                                                           
9 Roni WIyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Mondar Maju, Bandung, 2016, hal. 162 
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Strafbaarfelilt yai ltu pelri lsti lwa yang dapat di lpildana atau pelrbuatan yang dapat 

di lpi ldana seldangkan delli lk dalam bahasa asi lng di lselbut delngan delli lct yang arti lnya 

suatu pelrbuatan yang pellakunya dapat di lkelnakan hukuman.10 

Silmons yang melrumuskan ti lndak pildana selbagai l belri lkut: Tilndak pi ldana 

adalah suatu pelrbuatan manusila yang belrtelntangan delngan hukum, di lancam 

delngan pi ldana olelh Undang – undang pelrbuatan yang di lmana di llakukan olelh 

orang yang dapat di lpelrtanggungjawabkan dan dapat di lpelrsalahkan pada si l 

pelmbuat. Melmpelrhati lkan delfi lni lsi l di l atas, maka ada belbelrapa syarat untuk 

melnelntukan pelrbuatan i ltu selbagai l ti lndak pi ldana, Syarat telrselbut adalah selbagai l 

belri lkut:  

a. Harus ada pelrbuatan manusi la  

b. Pelrbuatan manusi la i ltu beltelntangan delngan hukum  

c. Pelrbuatan i ltu di llarang olelh Undang - Undang dan di lancam delngan pi ldana  

d. Pelrbuatan i ltu di llakukan olelh orang yang dapat di lpelrtanggung jawabkan  

e. Pelrbuatan i ltu harus dapat di lpelrtanggung jawabkan kelpada si l pelmbuat.11  

Melnurut Ilndi lyanto Selno Adji l tilndak pi ldana adalah pelrbuatan selselorang 

yang di lancam pi ldana, pelrbuatannya belrsi lfat mellawan hukum, telrdapat suatu 

kelsalahan yang bagi l pellakunya dapat di lpelrtanggung jawabkan atas 

pelrbuatannya10 . Ilsti llah ti lndak pi ldana dalam bahasa lati ln di lselbut delli lctum atau 

delli lcta, dalam bahasa i lnggri ls dan jelrman di lselbut delli lct, dalam bahasa pranci ls 

                                                           
10 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.69 
11 Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, 2016 Malang : Setara Press hal, 60. 
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di lselbut dellilt, yang di larti lkan selbagai l suatu pelrbuatan yang dapat di lkelnail 

hukuman karelna melrupakan pellanggaran telrhadap Undang - undang ti lndak 

pi ldana. Selmelntara dalam bahasa bellanda ti lndak pildana di lkelnal delngan ilsti llah 

Strafbaarfeli lt yang telrdi lri l dari l unsur kata. Yai ltu, straf, baar, dan felilt. Straf 

di larti lkan selbagai l pi ldana atau hukum, baar di larti lkan selbagai l dapat atau bolelh, 

seldangkan feli lt di larti lkan selbagai l ti lndak, pelri lsti lwa, dan pelrbuatan atau selbagi lan 

dari l suatu kelnyataan. Delngan delmi lki lan selcara harfi lah strafbaarfeli lt dapat 

di larti lkan selbagai l pelrbuatan yang pellakunya dapat di lkelnai l hukuman.12 

3. Pencemaran Nama Baik 

Melnurut pelngelrti lan umum pelncelmaran nama bai lk melrupakan pelrbuatan 

melnye lrang kelhormatan dan nama bai lk selselorang Pelncelmaran nama bai lk 

melrupakan salah satu belntuk pelmbunuhan karaktelr yang dapat di lkatelgori lkan 

selbagai l pellanggaran Hak Asasi l Manusi la. Pellanggaran Hak Asasi l Manusi la 

melrupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pi ldana 

melngakomodasi lnya dalam Ki ltab Undang - Undang Hukum Pi ldana.13  

Haki lkat pelnghi lnaan adalah melnyelrang kelhormatan dan nama bai lk yang 

sasarannya dapat di lgolongkan telrhadap selselorang, golongan, lelmbaga, agama, 

jabatan, telrmasuk orang yang sudah melni lnggal dan para peljabat yang melli lputil 

pelgawai l nelgelri l, kelpala nelgara atau waki llnya, dan peljabat pelrwaki llan asi lng. 

                                                           
12 Sonya Airini Batubara ,Netral All Dachi, Dhea Utari Nasution,Tinjauan Yuridis Tindak 

Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Jurnal Hukum 

Kaidah,Voume :18, Nomor : 2 hal 100. 
13 R. Sugandhi, Kuhp Dan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional,1981, hal, 330 
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Kelhormatan dan nama bai lk melmi lli lki l pelngelrti lan yang belrbelda, teltapi l kelduanya 

ti ldak dapat di lpi lsahkan satu delngan yang lai ln karelna melnyelrang kelhormatan akan 

belraki lbat kelhormatan dan nama bai lknya telrcelmar delmi lki lan juga melnyelrang 

nama bai lk akan belraki lbat nama bai lk dan kelhormatan selselorang dapat telrcelmar. 

Olelh selbab i ltu, melnyelrang salah satu di lantara kelhormatan atau nama bai lk sudah 

cukup di ljadi lkan alasan untuk melnuduh selselorang tellah mellakukan pelnghi lnaan. 

pelncelmaran nama bai lk selbagai l melnye lrang kelhormatan atau nama bai lk 

(anrandi lng of gelodel naam).14 Nama bai lk adalah pelni llai lan bai lk melnurut 

anggapan umum telntang pelri llaku atau kelpri lbadi lan selselorang dari l sudut 

moralnya. Nama bai lk selselorang sellalu di lli lhat dari l sudut pandang orang lai ln, 

yakni l moral atau kelpri lbadi lan yang lai ln selhi lngga ukurannya di ltelntukan 

belrdasarkan pelni llai lan selcara umum dalam suatu masyarakat telrtelntu di ltelmpat 

mana pelrbuatan telrselbut di llakukan dan kontelks pelrbuatannya.15 

Pelngelrti lan pelncelmaran nama bai lk dalam bahasa Ilnggri ls selri lng di lselbut 

delngan i lsti llah Delfamati lon dan pelnye lbutan di l nelgara lai ln yai ltu Slandelr, Calumny 

dan Vi lli lfi lcati lon kelti lga i lsti llah i lni l di lgunakan untuk pelncelmaran nama bai lk selcara 

li lsan. Dan pelncelmaran nama bai lk selcara tuli lsan selri lng di lselbut delngan lilbell. 

Seldangkan melnurut Black’s Law Dilcti lonary. Delfamati lon adalah pelrbuatan yang 

melmbahayakan relputasi l orang lai ln delngan melmbuat pelrnyataan yang salah 

                                                           
14 Oemar Seno Adji, Perkembangan Delik Pers Di Indonesia, Erlangga, Jakarta, 1990, hal, 36 
15 Moh. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus Bandung:Citra Aditya Bakti,1994, hal,.145  
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telrhadap pi lhak kelti lga. Di l nelgara- nelgara Ci lvi ll Law tilndak pi ldana pelncelmaran 

nama bai lk selri lng di lmasukkan keldalam katelgori l keljahatan hukum pi ldana16. 

Bellakangan i lni l muncul modus baru keljahatan pelncelmaran nama bai lk 

yai ltu mellalui l meldi la sosi lal (meldsos) yang kelbanyakan di lgandrungi l olelh selbagi lan 

belsar masyarakat Ilndonelsi la. Sosi lal meldi la yang selmaki ln belrkelmbang juga 

melmbelri lkan pelluang yang lelbi lh belsar untuk telrjadi lnya keljahatan telrselbut dalam 

pelrkelmbangan saat i lni l, sangat pelnti lng di ladakan pelnelli lti lan yang lelbi lh 

melngkhusus melngelnai l belrbagai l masalah pelncelmaran nama bai lk mellalui l meldi la 

sosi lal pelnggunaan atau pelnyalahgunaan telknologi l ti ldak saja belrupa selbuah 

belntuk utama akti lfi ltas manusi la teltapi l juga melrupakan cara belkelrja di l belrbagai l 

bi ldang bi ldang mulai l di lakui l pelrnyataan melngelnai l akti lfi ltas mahluk hi ldup dalam 

belrbagai l belntuknya yang tellah melnye lbabkan muncul dan apli lkasi l hukum atau 

pelmbelntuk belrapa standar untuk pelngatur akti lfi ltas i ltu, jellas bahwa telknologi l 

juga harus di lbuka agar dapat di latur olelh hukum tak jarang orang melnggunakan 

meldi la sosi lal selbagai l alat untuk pelnyampai lan i ldel, atau elksprelsi l tapi l di l butuhkan 

keltelli lti lan dalam pelnggunaannya karelna bi lsa saja pelndapat maupun i lnformasil 

yang di lsampai lkan belrbelnturan delngan rasa kelhormatan orang lai ln atau yang 

belrdampak pada pelncelmaran nama bai lk telrhadap orang lai ln.17 Elra globali lsasil 

                                                           
16 Ari Wibowo, Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia, Jurnal 

Pandecta, Vol. 7, No. 1, 2012, hal. 3. 
17 Luh Putu Yustika Riani Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Luh Putu 

Suryani,Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial,Jurnal Konstruksi 

Hukum,Vol. 3, No. 2, 2022 hal, 334 
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yang ki lta lalui l melnjadi l tanda pelrkelmbangan telknologi l i ltu selndi lri l. Globali lsasil 

tellah melnjadi l pelndorong lahi lrnya elra pelrkelmbangan telknologi l Ilnformasi l.18 

4. Media Sosial 

Pada elra di lgi ltal, meldi la sosi lal saat i lnil tellah melnjadi l trelnd dalam 

komuni lkasi l pelmasaran meldi la sosi lal adalah selbuah meldi la onli lnel, delngan para 

pelnggunanya bi lsa delngan mudah belrparti lsi lpasi l, belrbagi l, dan melnci lptakan i lsil 

melli lputil blog, jeljari lng sosi lal, melrupakan belntuk meldi la sosi lal yang pali lng umum 

di lgunakan olelh masyarakat di l selluruh dunila meldi la sosi lal selbagai l selbuah 

kellompok apli lkasi l belrbasi ls ilntelrnelt yang melmbangun di l atas dasar i ldelologi l dan 

telknologi l Welb 2.0, dan yang melmungki lnkan pelnci lptaan dan pelrtukaran uselr-

gelnelrateld contelnt Ada belbelrapa meldi la sosi lal yang seldang boomi lng saat i lnil 

antara lai ln Whatsapp, Ilnstragam, Twilttelr, Li lnel, Melsselngelr, Facelbook, Youtubel, 

dan lai ln-lai ln. 

Pada tahun 1920-an, melnurut thel Oxford Elngli lsh Di lcti lonary orang mulai l 

belrbi lcara telntang meldi la masa dan satu gelnelrasi l kelmudi lan pada tahun 1950-an, 

orang mulai l bi lcara telntang relvolusi l komuni lkasi l, namun pelrhati lan telrhadap 

Sarana - sarana komuni lkasi l jauh lelbi lh tua dari lpda i ltu. Reltori lka, yai ltu studil 

telntang selni l belrkomuni lkasi l selcara li lsan dan tuli lsan, sudah melndapat telmpat yang 

sangat telrhormat di l masa Yunani l dan Romawi l kuno. Reltori lka juga di lpellajari l di l 

                                                           
18 Budi Suharyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi ( Cyber Crime) : Urgensi 

Pengaturan Dan Celah Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal, 1. 



20 

 
 

abad pelrtelngahan, dan delngan selmangat yang lelbi lh belsar lagi l di l zaman 

Relnai lssancel.19 

Namun banyak yang melnyalah gunakan meldi la sosilal di l elra 

pelrkelmbangan zaman i lni l selbagai l keljahatan di lduni la maya Selcara umum yang 

di lmaksud delngan keljahatan komputelr atau keljahatan di l duni la maya 

(Cybelrcri lmel) adalah: Upaya melmasuki l dan atau melnggunakan fasi lli ltas komputelr 

atau jari lngan komputelr tanpa i lji ln dan delngan mellawan hukum delngan atau tanpa 

melnye lbabkan pelrubahan dan atau kelrusakan pada fasi lli ltas komputelr yang 

di lmasuki l atau dilgunakan telrselbut keljahatan komputelr melncakup belrbagai l 

potelnsi l kelgi latan i lllelgal. Umumnya, keljahatan i lni l di lbagi l melnjadi l dua katelgori l:  

a. keljahatan yang melnjadi lkan jari lngan komputelr dan delvi lcel selcara langsung 

melnjadi l targelt  

b. Keljahatan yang telrfasi lli ltasi l jari lngan komputelr atau di lvi lcel, dan targelt 

utamanya adalah jari lngan komputelr i lndelpelndeln atau delvi lcel

20.  

Keljahatan duni la maya adalah keljahatan tradi lsi lonal, mi lsalnya pelni lpuan, 

pelncuri lan i ldelnti ltas, pornografi l anak, dan lai ln – lai ln yang pali lng melrusak untuk 

keljahatan duni la maya adalah kodel belrbahaya yang dapat melreltas jari lngan 

komputelr dan melngelksploi ltasil melrelka yang melngganggu opelrasi l komputelr di l 

selluruh duni la belrsama delngan keljahatan komputelr lai lnnya yang melngancam 

                                                           
19 Zainudin, A. Rahman. Sejarah Sosial Media Dari Gutenberg Sampai Internet. 

Jakarta.Yayasan Obor Indonesia.2006, hal, 1 
20 Sri Sumarwani, Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime Dalam Perpektif Hukum Pidana 

Positif, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 September-Desember 2014, hal, 288 



21 

 
 

pelrdagangan ellelktroni lk. Silfat transnasi lonal dari l elbagi lan belsar keljahatan telrkai lt 

komputelr tellah melmbuat banyak meltodel kelpoli lsi lan tradi lsi lonal bai lk dil ti lngkat 

nasi lonal maupun li lntas pelrbatasan ti ldak elfelkti lf bahkan di l Nelgara - nelgara maju, 

selmelntara kelselnjangan di lgi ltal melnyeldi lakan telmpat yang aman bagi l para 

pelnjahat cybelr21.  

Keljahatan cybelr adalah kelgi latan kri lmi lnal yang melnjadi lkan komputelr 

atau jari lngan komputelr alat, dan di larahkan kel telmpat keljahatan atau di lselbut juga 

keljahatan duni la maya. Cybelrcri lmel telrkadang melnyi lnggung selcara telkni ls rumilt 

dan rumi lt selcara hukum. Olelh karelna i ltu, kelmajuan pelsat dalam fungsi l telknologi l 

i lnformasi l dan komuni lkasi l dan pelrbeldaan yang mellelkat antara si lstelm hukum 

global melrupakan tantangan yang belrat bagi l relspondeln pelrtama, pelnyelli ldilkan 

otori ltas, i lntelrrogator. 

 Bagi l selbagi lan orang, Facelbook melmang kelrap melmbelri lkan selnsasi l 

telrselndi lri l melmbuat adrelnali ln belrgeljolak, bahkan selri lng lupa di lri l seldelmi lkilan 

dahsyatnya Facelbook bahkan mampu melmbelntuk pelradaban baru di l telngah -

telngah masyarakat, ti ldak hanya masyarakat modelrn namun juga bagi l masyarakat 

tradi lsi lonal. Delngan Facelbook, pelngguna dapat melmpelrolelh belrbagai l i lnformasil 

selkali lgus shari lng pelngeltahuan dan pelngalaman delngan orang lai ln mellaluil 

komuni ltasnya. Ti ldak hanya selbagai l sumbelr i lnformasi l, Facelbook juga selri lngkalil 

                                                           
21 Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, Dan Muhammad Ansori Lubis, Kajian Hukum 

Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial , Jurnal Retenrum, 

Volume.1 No. 02 Tahun 2020 hal, 37 
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di ljadi lkan wadah untuk belrbagi l celri lta, dan belrbagai l pelrasaan yang ti ldak dapat 

telrsalurkan dalam duni la sosi lal yang nyata.  

Facelbook melrupakan si ltus meldi la sosilal yang di lmana pelnggunanya bi lsa 

belri lntelraksi l, belrbagi l data dan i lnformasi l, selrta melnjali ln rellasi l Saat i lni l banyak 

selkali l belntuk pelnyalahgunaan facaelbook di l kalangan masyarakat selpelrti l kasus 

pelnculi lkan, kasus pelni lpuan, kasus pelmbunuhan, hi lngga kasus pelrdagangan 

manusi la (human traffi lcki lng). Dari l belbelrapa belntuk pelnyalahgunaan Facelbook 

di latas kasus traffilcki lng adalah kasus yang pali lng banyak telrjadi l di l Ilndonelsi la 

delngan jumlah kasus 74 ri lbu hilngga 1 juta jilwa pelrtahunnya, Ilndonelsi la 

melrupakan salah satu Nelgara telrbelsar sumbelr telmpat transi lt dan pelnelri lmaan 

traffilcki lng yang melnggunakan meldi la sosi lal telrutama Facelbook selbagai l alat 

melnjalani l aksi l keljahatan telrselbut. Status Facelbook melrupakan salah satu alat 

bukti l yang sah di l dalam pelmelri lksaan pelrkara pi ldana, khususnya dalam 

pelmelri lksaan pelrkara ti lndak pi ldana cybelrcri lmel melnurut UU No 11 Tahun 2008 

Pasal 5 Ayat 143 . Delngan bunyi l: i lnformasi l ellelktroni lk dan / atau dokumeln 

ellelktroni lk dan / atau hasi ll celtaknya melrupakan alat buktil hukum yang sah. 

  

G. Metode Penelitian 

1. Sifat Penelitian 

Di l tilnjau dari l selgi l si lfatnya, Pelnelli lti lan i lni l adalah pelnelli lti lan Delskri lpti lf. 

Pelnelli lti lan delskri lpti lf adalah pelnelli lti lan yang belrtujuan untuk melluki lskan telntang 

selsuatu hal yang telrtelntu. Pelnelli lti lan delskri lpti lf adalah satu jelni ls meltodel pelnelli lti lan 
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yang belrusaha melnggambarkan dan melngi lntelrpreltasi l obyelk selsuai l delngan apa 

adanya. Bi lasanya dalam pelnelli lti lan i lni l, pelnelli lti l sudah melndapatkan/melmpunyai l 

gambaran yang belrupa data awal telntang pelrmasalahan yang akan di ltelli lti l. Dalam 

pelnelli lti lan Delskri lpti lf  selorang pelnelli lti l sudah selri lng melnggunakan telori l-telori l dan 

mungki ln juga hi lpotelsa-hi lpotelsa. 

2. Jenis Penelitian       

Jelni ls pelnelli lti lan pada skri lpsil i lni l adalah Yuri ldils Normati lf. Yang di lmaksud 

delngan pelndelkatan Normati lf yakni l meltodel pelnelli lti lan hukum yang pada 

pri lnsi lpnya di llakukan delngan melnelli lti l telrhadap kai ldah hukum dalam Pelrundang-

undangan, Yurilsprudelnsi l, dan Doktri ln yang di llakukan selcara kuali ltatilf. Pada 

pelnelli lti lan hukum jelni ls i lni l, selri lngkai l hukum di lkonselpkan selbagai l apa yang 

telrtuli ls dalam pelraturan pelrundang-undangan atau hukum di lkonselpkan selbagai l 

kai ldah atau norma yang melrupakan patokan belrpelri llaku manusi la yang di langgap 

pantas.22 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam melmpelrolelh data yang di lbutuhkan Pelnuli ls mellakukan 

pelngumpulan data yang di llaksanakan delngan cara Pelnelli lti lan Kelpustakaan 

(li lbrary relselarch) atau di lselbut delngan studi l dokumeln yang melli lputi l bahan 

hukum pri lmelr, selkundelr maupun telrsi lelr. Pelnelli lti lan di llakukan delngan melmbaca 

                                                           
22 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafitula 

Persada, Jakarta, 2013, hal. 118. 
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buku-buku, Undang-Undang, ataupun Li ltelratur yang belrhubungan delngan 

rumusan masalah telrselbut. 

4. Jenis Data 

Data yang di lbutuhkan dalam pelnelli lti lan normati lf yuri ldi ls adalah bahan 

hukum yang ti ldak di lselbut delngan data. Selbagi lan kalangan data yang di lpelrolelh 

dari l bahan hukum melrupakan data selkundelr belrupa data yang sudah ada 

selbellumnya, jadi l pelnelli lti l hanya melngangkat kelmbali l. Jelni ls data yang di lpelrolelh 

dari l pelnelli lti lan kelpustakaan adalah data selkundelr.  Dalam pelnelli ltilan hukum data 

selkundelr melncakup : 

a. Bahan Hukum Pri lmelr,  

Bahan Hukum Pri lmelr dilpelrolelh dari l Undang-Undang Dasar Nelgara 

Relpubli lk Ilndonelsi la Tahun 1945, Ki ltab Undang-Undang Hukum Pi ldana, 

Undang-Undang IlTEl No. 11 Tahun 2008 Telntang Ilnformasi l Dan Transaksil 

Ellelktroi lk. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Telntang Pelrubahan Atas 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 

Telntang Hak Asasi l Manusi la. 

b. Bahan Hukum Selkundelr, 

Bahan Hukum Selkundelr belrasal dari l li ltelratur, buku, jurnal, tuli lsan i llmi lah 

hukum, i lntelrnelt. 

c. Bahan Hukum Telrsi lelr, 

Bahan Hukum Telrsi lelr telrdi lri l dari l Kamus Hukum dan Kamus Belsar Bahasa 

Ilndonelsi la (KBBIl).  
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5. Analisis Data 

Olelh karelna pelnelli lti lan i lni l adalah pelnelli lti lan kuali ltatilf maka pelnuli ls akan 

melnggunakan meltodel anali lsi ls data. Pelnuli ls akan melnggunakan meltodel anali lsils 

data i lni l seltellah selmua data belrhasi ll di lkumpulkan. Seltelrusnya pelnuli ls akan 

melmbuat kelsi lmpulan selrta saran selbagai l hasi ll pelnelmuan pelnelli lti lan. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Adapun si lstelmati lka pelnuli lsan dari l bab i lni l melngelnai l judul pelnelli lti lan: 

“Ti lnjauan Yuri ldi ls Telrhadap Pelmbatalan Pelrkawi lnan Karelna Pelmalsuan Ilndelnti ltas 

(Studi l Putusan 0074/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn)” telrdi lri l dari l: 

BAB Il Belri lsi lkan Pelndahuluan, telrdi lri l dari l Latar bellakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Pelnelli lti lan, Manfaat Pelnelli lti lan, Kelasli lan Pelnelli lti lan, Ti lnjauan Pustaka, Meltodel 

Pelnelli lti lan, Silstelmati lka pelnelli lti lan. 

BAB IlIl Melngelnai l pelngelrti lan, keltelntuan hukum telntang keldudukan alat buktil 

ellelktroni lk dalam hukum pildana, dan juga melmbahas ti lnjauan umum telntang alat 

bukti l, pelraturan telntang keldudukan alat bukti l ellelktroni lk dalam hukum pi ldana, aki lbat 

hukum pelncelmaran nama bai lk di lmeldi la facelbook. 

BAB IlIlIl Melngelnai l pelngelrti lan, tanggung jawab tilndak pi ldana pelncelmaran 

nama bai lk mellalui l meldi la facelbook, ti lnjauan umum pelncelmaran nama bai lk, aspelk 

hukum pelncelmaran nama bai lk mellalui l meldi la facelbook, ti lndak pi ldana bagi l korban 

pelncelmaran nama bai lk meldi la sosi lal. 
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BAB IlV Melngelnai l pelngrti lan, pelrti lmbangan haki lm dalam melnjatuhkan 

putusan NO. 511/K/PIlD.SUS/2020, duduk pelrkara putusan No. 

511/K/PIlD.SUS/2020, pelrti lmbangn hukum bagi l haki lm dalam melmutuskan pelrkara, 

anali lsi ls telrhadap putusan No. 511/K/PIlD.SUS/2020. 

BAB V Pelnutup telrdi lri l dari l kelsi lmpulan dan saran, Daftar Pustaka, di ldalam 

daftar pustaka i lni l belri lsi l li ltelratur-li ltelratur yang pelnuli ls kutilp bai lk dari l buku, majalah, 

karya i llmi lah, arti lkell, i lntelrnelt, dan sumbelr lai lnnya. 
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BAB II 

KETENTUAN  HUKUM TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI 

ELEKTRONIK DALAM HUKUM PIDANA 

A.  Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti 

Alat Bukti l adalah selgala selsuatu yang ada hubungannya delngan suatu 

pelrbuatan, di lmana delngan alat-alat bukti l telrselbut, dapat dil pelrgunakan selbagai l bahan 

pelmbukti lan guna melni lmbulkan kelyaki lnan haki lm atas kelbelnaran adanya suatu tilndak 

pi ldana yang tellah di llakukan olelh telrdakwa. Ilndonelsi la melnganut si lstelm pelmbukti lan 

melnurut undang-undang selcara nelgati lf atau Nelgati lelf Welttelli ljk Stellsell, hal i lni l dapat 

di llilhat dalam keltelntuan Pasal 183 KUHAP, dilmana untuk melmildana Telrdakwa, 

Haki lm harus melmi lli lki l mi lnilmal dua alat bukti l yang sah dan di ltambah delngan 

kelyaki lnan haki lm, arti lnya delngan selkurangkurangnya dua alat bukti l yang sah, haki lm 

melmpelrolelh kelyaki lnan bahwa ti lndak pi ldana i ltu belnar belnar telrjadi l dan Telrdakwalah 

pellakunya. 

Alat bukti l yang sah melnurut Si lstelm Pelradi llan Pildana di l Ilndonelsi la i lalah 

selbagai lmana yang di ltelntukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yai ltu keltelrangan 

saksi l, keltelrangan ahli l, surat, peltunjuk dan keltelrangan Telrdakwa. Namun delmi lki lan 

ada pelngelcuali lannya dalam pelmelri lksaan celpat kelyaki lnan haki lm cukup di ldukung 

delngan satu alat bukti l yang sah, hal telrselbut dapat di ltelmui ln dalam pelnjellasan Pasal 

184 KUHAP. Si lstelm alat-alat bukti l yang di lbuat olelh nelgara-nelgara common law 

selpelrti l 
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Amelri lka Selri lkat telrasa lelbi lh flelksi lbell karelna alat bukti l di lkellompokkan 

belrdasarkan pada belntuknya selhi lngga melmungki lnkan alat-alat bukti l belntukan baru 

dapat di lmasukkan keldalam kellompok-kellompok alat bukti l yang sudah ada. belrbelda 

delngan yang di lkelnal di l Ilndonelsi la. Alat-alat bukti l yang di lanut Cri lmi lnal Proceldure l 

Law USA yang di lselbut forms of elvi ldelncel/ belntuk belntuk alat bukti l, telrdi lri l dari l: 

1. Relal elvi ldelncel (Bukti l yang selbelnarnya); 

2. Documelntary elvi ldelncel (Bukti l Dokumelntelr); 

3. Telstilmoni lal elvi ldelncel (Bukti l kelsaksi lan); 

4. Judi lci lal Notilcel (pelngamatan Haki lm).3 

Di l si lni l keltelrangan saksi l, keltelrangan ahli l dan keltelrangan Telrdakwa 

selbagai lmana di lkelnal dalam KUHAP, masuk pada telsti lmoni lal elvi ldelncel. alat 

bukti l surat yang di lkelnal dalam KUHAP masuk dalam documelntary elvi ldelncel. 

 

B. Peraturan Tentang Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Pidana 

Kelmajuan telknologi l yang melrupakan hasi ll budaya manusi la di lsampi lng 

melmbawa dampak posi lti lf, dalam arti l dapat di ldayagunakan untuk kelpelnti lngan umat 

manusi la juga melmbawa dampak nelgati lvel telrhadap pelrkelmbangan manusi la dan 

pelradabannya. Dampak nelgati lf yang di lmaksud adalah yang belrkai ltan delngan duni la 

keljahatan. J.El Saheltapy tellah melnyatakan dalam tulilsannya, bahwa keljahatan elrat 

kai ltannya dan bahkan melnjadi l selbagi lan dari l hasi ll budaya i ltu selndi lri l. Ilni l belrarti l 

selmaki ln tilnggi l ti lngkat budaya dan selmaki ln modelrn suatu bangsa, maka selmaki ln 

modelrn pula keljahatan i ltu dalam belntuk, si lfat, dan cara pellaksanaannya. Ilsti llah 
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hukum pildana di l bi ldang telknologi l i lnformasi l melrupakan i lsti llah yuri ldi ls, arti lnya i lsti llah 

telrselbut sudah telrtuang dalam pelraturan pelrundangundangan, yai ltu dalam Pasal 43 

ayat (1) dan (2) UU Ilnformasi l dan Transaksi l Ellelktroni lk.23  

Keldudukan alat bukti l ellelktroni lk selbagai l alat bukti l dalam hukum pi ldana 

Ilndonelsi la selndi lri l bellum melmpunyai l status yang jellas. Eldmon Makari lm 

melngelmukakan bahwa kelbelradaan alat bukti l ellelktroni lk masilh sangat relndah. Dalam 

melngelmukakan alat bukti l ellelktroni lk selbagai l alat bukti l yang sah dan belrdi lri l selndi lri l, 

harus dapat melnjami ln bahwa relkaman atau data, belrjalan selsuai l delngan keltelntuan 

yang belrlaku24 

Pelrkelmbangan telknologi l i lnformasi l mellahi lrkan aturan baru di l Ilndonelsi la, yai ltu 

di lundangkan nya Undang-Undang Relpubli lk Ilndonelsi la Nomor 11 Tahun 2008 telntang 

Ilnformasi l dan Transaksi l Ellelktroni lk. Selcara umum, matelri l UU IlTEl di lbagi l melnjadi l 

dua bagi lan belsar yai ltu pelngaturan melngelnai l i lnformasi l dan transaksi l ellelktroni lk dan 

pelngaturan melngelnai l pelrbuatan yang di llarang. UU IlTEl telrselbut juga melngatur 

melngelnai l alat bukti l baru selbagai l pelrluasan dari l alat bukti l yang di latur dalam 

KUHAP.25 

 

 

                                                           
23 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, UMM Press, Malang, 

2007, hal 9. 
24 Josua Sitompul, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana, 

Tatanusa, Jakarta, 2012, hal 1. 
25 M. yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan 

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2009), hal, 21. 
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Dalam Pasal 5 UU IlTEl belrbunyi l: 

1. Ilnformasi l ellelktroni lk dan/atau dokumeln ellelktroni lk dan/atau hasi ll celtaknya 

melrupakan alat bukti l hukum yang sah. 

2. Ilnformasi l ellelktroni lk dan/atau dokumeln ellelktroni lk dan/atau hasi ll celtaknya 

selbagai lmana di lmaksud pada ayat (1) melrupakan pelrluasan dari l alat bukti l yang 

sah selsuai l delngan Hukum Acara yang belrlaku di l Ilndonelsi la. 

Belrdasarkan i lsi l Pasal 5 UU IlTEl di l atas maka adanya alat bukti l yang di lselbut 

delngan i lnformasi l ellelktroni lk dan/atau dokumeln ellelktroni lk yang bi lsa delngan mudah 

untuk melmbukti lkan ti lndak pi ldana yang di latur dalam UU IlTEl karelna alat bukti l baru 

telrselbut melrupakan pelrluasan dari l alat bukti l yang di latur dalam Pasal 184 KUHAP. 

Selbagai lmana yang telrtuang dalam Pasal 184 KUHAP melngatur alat bukti l yang sah 

dalam acara pi ldana adalah selbagai l belri lkut : 

1. Keltelrangan Saksi l 

2. Keltelrangan Ahli l 

3. Surat 

4. Peltunjuk 

5. Keltelrangan Telrdakwa 

Delngan pelmaparan di l atas maka pelnelli lti l i lngi ln mellakukan pelnelli lti lan telntang 

“Kelkuatan Pelmbukti lan Alat Bukti l Ilnformasi l Ellelktroni lk Dan Dokumeln E llelktroni lk 

Selrta Hasi ll Celtaknya Dalam Pelmbukti lan Ti lndak Pi ldana”26 

                                                           
26 Munir Fuadi. 2012. Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata).Bandung: Citra Aditya 

Bakti, hal, 41 
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Pelraturan pelrundang-undangan hukum pi ldana yang melnelrangkan telntang alat 

bukti l ellelktroni lk. Di lantaranya selbagai l belri lkut: 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 telntang Dokumeln Pelrusahaan 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telntang Pelrubahan Atas Undang Undang 

Nomor 31 tahun 1999 telntang Pelmbelrantasan Ti lndak Pi ldana Korupsi l. 

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 telntang Pelneltapan Pelratutan Pelmelri lntah 

Pelngganti l Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 telntang Pelmbelrantasan Ti lndak 

Pildana Telrori lsmel, melnjadi lUndang-undang. 

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 telntang Pelmbelrantasan Ti lndak Pildana 

Pelrdagangan Orang. 

5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telntang Narkoti lka. 

6. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 telntang Pelncelgahan dan Pelmbelrantasan 

Ti lndak Pi ldana Pelncuci lan Uang. 

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 telntang Pelncelgahan dan Pelmbelrantasan 

Ti lndak Pi ldana Pelndanaan Telrori lsmel. 

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telntang Pelncelgahan dan Pelmbelrantasan 

Pelrusakan Hutan. 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telntang Hak Ci lpta 

 

C. Akibat Hukum Pencemaran Nama Baik Dimedia Facebook 

 Meldi la sosi lal melrupakan selbuah meldi la onli lnel, yang mana para pelnggunanya 

bi lsa delngan mudah melmanfaatkannya untuk sali lng belrkomuni lkasi l. Selcara umum, 
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meldi la sosi lal melncakupi l selmua jelni ls apli lkasi l dan si ltus welbsi ltel yang bi lsa di l aksels 

mellalui l i lntelrnelt yang telrdapat telks, suara, foto, dan vi ldelo di lantaranya Facelbook, 

Twilttelr, Youtubel, Myspacel, Path, Li lnel, Tellelgram, dan Ilnstagram telrmasuk si ltus 

belri lta, blog, si ltus pelrusahaan, maupun si ltus pelmelri lntah. Meldi la pelmbelri ltaan onli lne l 

atau dalam i lstillah selhari l-hari l bi lasa di lselbut delngan koran di lgi ltal melrupakan bagi lan 

dari l meldi la massa yang juga hadi lr melnghi lasi l saluran i lnformasi l di l elra modelrn selbagai l 

suatu belntuk pelmanfaatan si lstelm ellelktroni lk yang di langgap lelbi lh elfi lsi leln dan elfelkti lf 

dalam melrai lh jumlah pelni lkmat belri lta.27  

Ti lndak pi ldana pelncelmaran nama bai lk yang di lbelntuk olelh pelmbelntuk 

Undang-Undang, bai lk yang belrsi lfat umum, maupun yang belrsi lfat khusus di ltujukan 

untuk melmbelri l pelrli lndungan bagi l kelpelnti lngan hukum melngelnai l rasa harga di lri l 

kelhormatan maupun nama bai lk orang Pelri llaku pelncelmaran nama bai lk sangat elrat 

delngan pelri llaku pelnghi lnaan yang arti lnya adalah pelri llaku melnyelrang nama bai lk atau 

kelhormatan.  

Ti lndak pi ldana pelnghi lnaan (belleleldi lgi lng) yang di lbelntuk olelh pelmbelntuk 

Undang - Undang, bai lk yang belrsi lfat umum maupun yang belrsi lfat khusus di l tujukan 

untuk melmbelri l pelrli lndungan bagi l kelpelnti lngan hukum melngelnai l rasa selmacam i lnil 

khususnya rasa harga di lri l melngelnai l kelhormatan dan rasa harga di lri l melngelnai l nama 

bai lk orang. Selti lap orang melmi lli lki l rasa harga di lri l melngelnai l kelhormatan dan rasa 

harga di lri l melngelnai l nama bai lk belgi ltu juga selti lap orang akan melrasa harga di lri lnya 

                                                           
27 Answari,A., Buana, A.P & Rezah, (2018) Harmonisasi Hukum Hak Untuk Dilupakan Bagi 

KoranDigital Terhadap Calon Mahasiswa. Kanun Jurnal Ilmu Hukum hal 20. 
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runtuh apabi lla rasa kelhormatan dan nama bai lknya di lcelmarkan atau di lselrang olelh 

orang lai ln. 

Pelncelmaran nama bai lk juga di lkelnal selbagai l pelnghi lnaan, yang pada dasarnya 

melnye lrang nama bai lk dan kelhormatan selselorang yang ti ldak melmi lli lki l pelrasaan 

selksual selhi lngga orang telrselbut melrasa di lrugi lkan. Kelhormatan dan nama bai lk 

melmi llilki l arti l yang belrbelda, teltapi l kelduanya ti ldak dapat di lpi lsahkan satu sama lai ln, 

karelna melnyelrang kelhormatan akan melnghasi llkan kelhormatan dan relputasi l belrkabut, 

delngan cara yang sama melnye lrang nama bai lk akan melnghasi llkan relputasi l dan 

relputasi l selselorang melnjadi l telrkontami lnasi l. Karelna i ltu, melnye lrang salah satu 

kelhormatan atau nama bai lk sudah cukup selbagai l alasan untuk melnuduh selselorang 

melnghi lna. Nama yang bai lk adalah pelni llai lan yang bai lk dalam opi lni l umum telntang 

pelri llaku atau kelpri lbadi lan selselorang dari l sudut pandang moral. 

Melnurut Adam Chazawi l, i la melnjellaskan bahwa ada pelrti lmbangan yang 

di lpakai l dasar bagi l Pelmbelntuk Undang - Undang dalam Ki ltab Undang - Undang 

Hukum Pi ldana (KUHP) untuk melneltapkan pelngaduan selbagai l syarat untuk dapatnya 

di ltuntut pildana telrhadap si l pelmbuat keljahatan aduan. Pelrti lmbangan i ltu i lalah bahwa 

dalam hal keljahatan aduan pelnti lngnya bagi l yang belrhak melngadu atau kelpelnti lngan 

hukumanya di llanggar apabi lla pelrkara i ltu di ltuntut pi ldana adalah lelbi lh belsar dari lpada 

pelnti lngnya bagi l nelgara, apabi lla pelrkara i ltu dillakukan pelnuntutan pi ldana. Dalam hal 
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i lni l keljahatan aduan untuk ti ldak di llakukan pelnuntutan, mi lsalnya melrelka ada 

hubungan kelluarga dan i lni l lelbi lh di lpelnti lngkan dari lpada kelpelnti lngan nelgara.28 

Pelnyelbaran pelncelmaran nama bai lk yang di llakukan selcara telrtuli ls juga di lkelnal 

selbagai l fi ltnah. Melnurut pelnjellasan yang di ljellaskan dalam KUHP, ada telrtulils bahwa 

pelncelmaran nama bai lk dapat di llakukan selcara li lsan atau telrtuli ls (di lceltak). 

Pelnghi lnaan melmi lli lki l li lma katelgori l belntuk, yai ltu, kontami lnasi l telrtuli ls, pelnghi lnaan 

ri lngan, fi ltnah belrsama delngan kelluhan dan fi ltnah delngan tuduhan. Dalam pelnjellasan 

KUHP pelncelmaran nama bai lk dapat di lkatakan ji lka melmelnuhi l dua unsur, yai ltu ada 

unsur tuduhan dan tuduhan i ltu di ljellaskan selbagai l konsumsil publi lk.29 

 

                                                           
28 Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 

2007), hal,202 
29 Ari Wibowo, Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia, Jurnal 

Pandecta,Vol. 7, No. 1, 2012, hal. 3. 
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BAB III 

TANGGUNG JAWAB  TINDAK PIDANA PENCEMARAN     

NAMA BAIK  MELALUI MEDIA FACEBOOK 

 A. Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik 

Melnurut pelngelrti lan umum pelncelmaran nama bai lk melrupakan pelrbuatan 

melnye lrang kelhormatan dan nama bai lk selselorang Pelncelmaran nama bai lk melrupakan 

salah satu belntuk pelmbunuhan karaktelr yang dapat di lkatelgori lkan selbagai l 

pellanggaran Hak Asasi l Manusi la. Pellanggaran Hak Asasi l Manusi la melrupakan 

masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pildana melngakomodasi lnya dalam 

Ki ltab Undang - Undang Hukum Pildana.30 

Haki lkat pelnghi lnaan adalah melnye lrang kelhormatan dan nama bai lk yang 

sasarannya dapat di lgolongkan telrhadap selselorang, golongan, lelmbaga, agama, 

jabatan, telrmasuk orang yang sudah melni lnggal dan para peljabat yang mellilputil 

pelgawai l nelgelri l, kelpala nelgara atau waki llnya, dan peljabat pelrwaki llan asi lng. 

Kelhormatan dan nama bai lk melmi lli lki l pelngelrti lan yang belrbelda, teltapi l kelduanya ti ldak 

dapat di lpi lsahkan satu delngan yang lai ln karelna melnye lrang kelhormatan akan belraki lbat 

kelhormatan dan nama bai lknya telrcelmar delmi lki lan juga melnyelrang nama bai lk akan 

belraki lbat nama bai lk dan kelhormatan selselorang dapat telrcelmar. Olelh selbab i ltu, 

melnye lrang salah satu di lantara kelhormatan atau nama bai lk sudah cukup diljadi lkan 

                                                           
30 R. Sugandhi, Kuhp Dan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional,1981, hal 330. 
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alasan untuk melnuduh selselorang tellah mellakukan pelnghi lnaan. pelncelmaran nama 

bai lk selbagai l melnye lrang kelhormatan atau nama bai lk (anrandi lng of gelodel naam).31 

Pelngelrti lan pelncelmaran nama bai lk dalam bahasa Ilnggri ls selri lng di lselbut delngan 

i lstillah Delfamati lon dan pelnye lbutan di l nelgara lai ln yai ltu Slandelr, Calumny dan 

Vi llilfi lcati lon kelti lga i lsti llah i lni l di lgunakan untuk pelncelmaran nama bai lk selcara li lsan. 

Dan pelncelmaran nama bai lk selcara tuli lsan selri lng di lselbut delngan li lbell. Seldangkan 

melnurut Black’s Law Di lcti lonary Delfamati lon adalah pelrbuatan yang melmbahayakan 

relputasi l orang lai ln delngan melmbuat pelrnyataan yang salah telrhadap pi lhak kelti lga. Di l 

nelgara- nelgara Ci lvi ll Law tilndak pi ldana pelncelmaran nama bai lk selri lng di lmasukkan 

keldalam katelgori l keljahatan hukum pi ldana.32 

 

B. Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Media Facebook 

Pelrkelmbangan meldi la sosi lal selmaki ln celpat dan melnjangkau selluruh lapi lsan 

masyarakat. Meldi la sosi lal melnggabungkan ellelmeln i lnformasi l dan komuni lkasi l mellalui l 

belbelrapa fi ltur untuk kelbutuhan pelnggunanya. Seljumlah ilnformasi l mellalui l unggahan 

status, melmbagi l tautan belri lta, komuni lkasi l mellalui l chat, komunilkasi l audi lo/vi lsual dan 

lai lnnya melrupakan fi ltur-fi ltur unggulan yang di lmi lli lkil meldi la sosi lal. 

Pelngguna facelbook Ilndonelsi la melnelmpati l pelri lngkat 4 telrbelsar seltellah USA, 

Brazi ll, dan Ilndi la. Ada selki ltar 65 juta pelngguna facelbook akti lf dan selbanyak 33 juta 

pelngguna akti lf pelr hari lnya namun “data Apri ll 2017 melnunjukkan pelnambahan 

                                                           
31 Oemar Seno Adji, Perkembangan Delik Pers Di Indonesia, Erlangga, Jakarta, 1990, hal 36 
32 Ari Wibowo, Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia, Jurnal 

Pandecta,Vol. 7, No. 1, 2012, hal. 3. 
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si lgni lfi lkan jumlah pelngguna facelbook akti lf di l Ilndonelsi la yakni l selbanyak 111 juta 

pelngguna. 

Kelmelrdelkaan melnyatakan pi lki lran dan kelbelbasan belrpelndapat selrta hak 

melmpelrolelh i lnformasi l mellalui l pelnggunaan dan pelmanfaatan Telknologi l Ilnformasi l 

dan komuni lkasi l diltujukan untuk melmajukan kelseljahtelraan umum, dan melncelrdaskan 

kelhi ldupan bangsa selrta melmbelri lkan rasa aman, keladi llan, dan kelpasti lan hukum bagi l 

pelngguna dan Pelnye llelnggara Si lstelm Ellelktroni lk Rasa aman bagi l pelnggunan telknologi l 

dan i lnformasi l dapat belrupa pelrli lndungan hukum dari l selgala gangguan ti lndak pi ldana, 

bai lk selcara velrbal, vi lsual maupun yang melnye lbabkan telrjadi l kontak fi lsi lk. Namun 

luasnya wi llayah pri lvat pelngguna jeljari lng sosi lal delngan standar pelncelgahan yang 

mi lnilm melnjadi l fakta bahwa ti ldak mudah melnghalau telrjadi lnya belrbagai l ti lndak 

pi ldana. 

Pelnghi lnaan/pelncelmaran nama bai lk mellalui l facelbook melmi lli lki l karaktelr yang 

mudah di llakukan, mudah telrselbar dan di lkeltahui l publi lk, dapat di llakukan olelh selmua 

pelngguna, dampak langsungnya telrbelntuk opi lni l publi lk dan lai ln selbagai lnya. Sellai ln 

i ltu, mellaluil seljumlah putusan di lkeltahui l bahwa kali lmat kutilpan bukan melrupakan 

pelnghi lnaan/pelncelmaran Nama Bai lk, pelnghi lnaan/pelncelmaran nama bai lk bukan Kri lti lk 

Sosilal, pelnyelbutan nama yang ti ldak selmpurna delngan melli lhat melnsrela, 

pelnghi lnaan/pelncelmaran nama bai lk melrupakan kelrugi lan i lmmatelri lal.33 

                                                           
33 Riki Perdana Raya Waruwu, Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik melalui "Facebook", 

2017. Jakarta,hal 4 
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Undang-undang IlTEl 2008 tellah melneltapkan 8 pasal keltelntuan pi ldana namun 

UUIlTEl 2016 tellah mellakukan pelrubahan Pasal 45 dan pelnambahan Pasal 45 A dan 

45 B yang kelselmuanya belrfungsi l melnjelrat pellaku ti lndak pi ldana yang belrkai ltan 

delngan keljahatan Telknologi l Ilnformasi l (Cybelr Crilmel). Adapun satu di lantaranya 

adalah Pasal 45 ayat (3) UUIlTEl 2016 : 

"Selti lap Orang yang delngan selngaja dan tanpa hak melndi lstri lbusi lkan dan/atau 

melntransmi lsi lkan dan/atau melmbuat dapat di lakselsnya Ilnformasi l Ellelktroni lk dan/atau 

Dokumeln Ellelktroni lk yang melmi lli lki l muatan pelnghi lnaan dan/atau pelncelmaran nama 

bai lk selbagai lmana di lmaksud dalam Pasal 27 ayat (3) di lpi ldana delngan pi ldana pelnjara 

pali lng lama 4 (elmpat) tahun dan/atau delnda pali lng banyak Rp750.000.000,00 (tujuh 

ratus li lma puluh juta rupi lah)". 

 

C. Tindak Pidana Bagi Korban Pencemaran Nama Baik Media Sosial 

Pelncelmaran nama bai lk adalah pelrbuatan yang delngan selngaja mellanggar 

harkat dan martabat selselorang. Pelncelmaran nama bai lk dalam hal i lni l delngan 

melnyampai lkan dali ll selcara telrtuli ls agar di lkeltahui l olelh banyak orang delngan cara 

melnuduhkan selselorang mellakukan pelrbuatan telrtelntu dan di l tujukan pada 

kelhormatan dan nama bai lk selselorang di lmana pelnye lrangan i ltu  melnye lbabkan 

pelngotoran, pelnghi lnaan, melrelndahkan harga di lri l selselorang.34  

                                                           
34 Eddyono, Supriyadi Widodo, Problem Pasal Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di 

Ranah Maya. Elsam, Jakarta, 2014. hal 22 
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Belrdasarkan UU IlTEl, melngatur pelrbuatan pelncelmaran nama bai lk pelrbuatan 

yang di llarang dan pada pasal 27 ayat (3) dan pasal 36 antara lai ln: “Selti lap Orang 

delngan selngaja dan tanpa hak melndi lstri lbusi lkan dan/atau melntransmi lsi lkan dan/atau 

melmbuat dapat di lakselsnya Ilnformasi l Ellelktroni lk dan/atau Dokumeln Ellelktroni lk yang 

melmi llilki l muatan pelnghi lnaan dan/atau pelncelmaran nama bai lk.” Seldangkan melnurut 

pasal 36 belrbunyi l ; “Selti lap Orang delngan selngaja dan tanpa hak atau mellawan 

hukum mellakukan pelrbuatan selbagai lmana di lmaksud dalam Pasal 27 sampai l delngan 

Pasal 34 yang melngaki lbatkan kelrugi lan bagi l Orang lai ln.” Untuk iltu, belrdasarkan 

muatan pasal 27 ayat (3) dan pasal 36 maka pelncelmaran  nama bai lk dapat di l arti lkan 

selbagai l pelrbuatan yang delngan selngaja dan tanpa hak untuk meldi lstri lbusi lkan atau 

melnye lbarkan selsuatu yang salah selhi lngga dapat di l aksels olelh publi lk melmi llilkil 

muatan melncelmarkan atau melrelndahkan martabat selselorang delngan cara mellawan 

hukum selhi lngga melngaki lbatkan kelrugi lan bagi l orang lai ln.35 

Pelncelmaran nama bai lk di lbagi l melnjadi l dua yai ltu pelncelmaran nama bai lk 

selcarali lsan dan pelncelmaran nama bai lk selcara telrtuli ls. Melnurut Prof. Oelmar Selno 

Adji l, S.H. fi ltnah di lkelnal selbagai l hi lnaan yang telrbagi l melnjadi l: 

1.  Pelnghi lnaan selcara matelri ll artilnya pelnghi lnaan yang belrupa fakta yang melmuat 

pelrnyataan objelkti lf selcara li lsan atau selcara tuli lsan selhi lngga yang melnelntukan 

adalah i lsi l pelrnyataan bai lk tuli lsan atau li lsan, masi lh ada ruang untuk 

melmbukti lkan bahwa tuduhan i ltu di lbuat untuk kelpelnti lngan umum. 

                                                           
35 Huda, Chairul, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung 

jawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Kencana, Jakarta, 2006, hal, 95 
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2.  Pelnghi lnaan selcara formi ll arti lnya pada bagi lan i lni l tildak di ltelmukan i lsi l hi lnaan 

mellai lnkan selbagai lmana pelrnyataan yang di lbelri lkan, belntuk dan meltodelnya 

melrupakan faktor pelnelntu. Selcara umum i lni l di lnyatakan selcara kasar dan bi las 

ji lka ti ldak ada kelmungki lnan untuk melmbukti lkan kelbelnaran tuduhan telrselbut 

maka dapat di lnyatakan bahwa kelmungki lnan hal telrselbut di ltutup. KUHP 

melngarti lkan pelnghi lnaan di ldalam Pasal 310 ayat (1) dan (2)yang i lsi lnya :36 

a.  Pasal 310 ayat (1) KUHP : “Barang si lapa delngan selngaja melrusak 

kelhormatan atau nama bai lk selselorang delngan jalan melnuduh di la mellakukan 

selsuatu pelrbuatan delngan maksud nyata akan telrsi larnya tuduhan i ltu, 

di lhukum delngan melni lsta, delngan hukuman pelnjara sellama-lamanya 

selmbi llan bulan atau delnda selbanyak-banyaknya RP.4.500,-“. 

b.  Pasal 310 ayat (2) KUHP :“Kalau hal i lni l di llakukan delngan tuli lsan atau 

gambar yang di lsi larkan, di lpelrtunjukan pada umum atau di ltelmpellkan maka 

yang belrbuat i ltu di lhukum karelna melni lsta delngan tulilsan delngan hukuman 

pelnjara sellama-lamanya satu tahun elmpat bulan atau delnda 

selbanyakbanyaknya Rp. 4.500,-“.  

 Seldangkan di l luar KUHP antara lai ln: 

Pada pasal 27 ayat (3) Telntang UU IlTEl yang belrbunyi l : “Selti lap Orang delngan 

selngaja dan tanpa hak melndi lstri lbusi lkan dan/atau melntransmi lsi lkan dan/atau melmbuat 

dapat di lakselsnya Ilnformasi l Ellelktroni lk dan/atau Dokumeln Ellelktroni lk yang melmi lli lki l 

                                                           
36 Sulistio, Faizin, Cybercrime: Masalah Konsepsi Dan Penegakan Hukumnya Dalam Buku 

Hukum Pidana Dalam Perspektif, Pustaka Larasan, Bali, 2012, hal 11 
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muatan pelnghi lnaan dan/atau pelncelmaran namabai lk”. Pasal 28 ayat (1) Telntang UU 

IlTEl yang belrbunyi l : “Selti lap orang delngan selngaja dan tanpa hak melnyelbarkan belri lta 

bohong dan melnyelsatkan yang melnyelbabkan kelrugi lan konsumeln dalam transaksi l 

ellelktroni lk”. 

Pasal 36 Telntang UU IlTEl yang belrbunyi l : “Selti lap orang delngan selngaja dan 

tanpa hak atau mellawan hukum mellakukan pelrbuatan selbagai lmana di lmaksud dalam 

Pasal 27 sampai l delngan Pasal 34 yangmelngaki lbatkan kelrugi lan bagi l orang lai ln”. 

Selmua pelnghi lnaan i ltu hanya dapat di ltuntut jilka ada pelngaduan dari l selselorang atau 

korban yang di lkelnal selbagai l pelngaduan pellanggaran kelcuali l pelnghi lnaan i ltu 

di llakukan telrhadap selorang pelgawai l nelgelri l si lpi ll dalam melnjalankan tugasnya yang 

sah. Pada KUHP melrupakan ti lndak pi ldana formi ll dan matelri ll seldangkan 

UndangUndang Ilnformasi l dan Transaksi l Ellelktroni lk hanya adalah delli lk matelri ll. 
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BAB IV 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN 

NO. 511/K/PID.SUS/2020. 

A. Duduk Perkara Putusan No. 511/K/PID.SUS/2020. 

Mahkamah agung melmelri lksa pelrkara ti lndak pi ldana khusus pada ti lngkat 

kasasi l yang di lmohonkan olelh Pelnuntut Umum pada Keljaksaan Nelgelri l Kabupateln 

Proboli lnggo tellah melmutus pelrkara Telrdakwa: 

Nama  : WIlNDY AGUS PRIlYONO; 

Telmpat lahi lr : Probolilnggo; 

Umur/tanggal lahi lr : 25 tahun/18 Agustus 1988; 

Jelni ls kellami ln  : Laki l-laki l; 

Kelwarganelgaraan  : Ilndonelsi la; 

Telmpat ti lnggal  : Pelrum Lelcels Pelrmai l Blok Il-9 Rt.04/Rw.06   

Kellurahan Lelcels Kelcamatan Le lcels Kabupateln 

Proboli lnggo; 

Agama  :  Ilslam; 

Pelkelrjaan  :  Karyawan BUMN PT Lelcels Proboli lnggo; 

Telrdakwa telrselbut ti ldak belrada dalam tahanan; 

Telrdakwa di lajukan di l delpan pelrsi ldangan Pelngadi llan Nelgelri l  

Kraksaan karelna di ldakwa delngan dakwaan selbagai l belri lkut: 
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Dakwaan  : di latur dan di lancam pi ldana dalam Pasal 27 ayat (3) 

juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 

tahun 2008 telntang Ilnformasi l dan Transaksi l 

Ellelktroni lk (IlTEl); Mahkamah Agung telrselbut; 

Melmbaca Tuntutan Pi ldana Pelnuntut Umum pada Keljaksaan Nelgelri l 

Kabupateln Proboli lnggo tanggal 12 Meli l 2016 selbagai l belri lkut: 

1.  Melnyatakan Telrdakwa WIlNDY AGUS PRIlYONO tellah telrbukti l belrsalah 

mellakukan Ti lndak Pi ldana “delngan selngaja dan tanpa hak melndi lstri lbusi lkan 

dan/atau melntransmi lsi lkan dan/atau melmbuat dapat di lakselsnya i lnformasil 

ellelktroni lk dan/atau dokumeln ellelktroni lk yang melmi llki l muatan pelnghi lnaan 

dan/atau pelncelmaran nama bai lk” selbagai lmana dalam dakwaan; 

2.  Melnjatuhkan pi ldana telrhadap Telrdakwa delngan pi ldana pelnjara sellama 4 (elmpat) 

bulan di lkurangi l sellama telrdakwa di ltahan delngan pelri lntah selgelra di ltahan; 

3.  Barang Bukti l : 

1 (satu) uni lt Handphonel melrk Nolki la modell 2323c-2 Ti lpel : RM-543 warna 

hi ltam-ungu dan si lm card Ilm3 No. 085655866766; Di lrampas untuk Nelgara; 

4.  Melneltapkan supaya Telrdakwa melmbayar bi laya pelrkara selbelsar Rp5.000,00 

(li lma ri lbu rupi lah);  
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Melmbaca Putusan Pelngadi llan Nelgelri l Kraksaan Nomor 313/Pi ld.B/2015/PN 

Krs tanggal 20 Juni l 2016 yang amar lelngkapnya selbagai l belri lkut: 

1.  Melnyatakan telrdakwa WIlNDY AGUS PRIlYONO, tildak telrbukti l selcara sah dan 

melyaki lnkan belrsalah mellakukan ti lndak pi ldana selbagai lmana surat dakwaan 

pelnuntut umum; 

2.  Melmbelbaskan Telrdakwa olelh karelna i ltu dari l selgala tuntutan hukum; 

3.  Melmuli lhkan hak Telrdakwa dalam kelmampuan, keldudukan dan harkat selrta 

martabatnya; 

4.  Melneltapkan barang bukti l belrupa : 

1 (satu) uni lt Handphonel melrk Noki la modell 2323c-2 Ti lpel : RM-543 warna 

hi ltam-ungu dan si lm card Ilm3 No. 085655866766; Di lkelmbali lkan kelpada 

telrdakwa; 

5.  Melmbelbankan bi laya pelrkara kelpada Nelgara; 

Melmbaca Akta Pelrmohonan Kasasi l Nomor 5/Akta.Pi ld.Kasasi l/2016/ PN Krs 

juncto Nomor 313/Pi ld.B/2015/PN Krs yang di lbuat olelh Pani ltelra pada Pelngadi llan 

Nelgelri l Kraksaan, yang melnelrangkan bahwa pada tanggal 30 Junil 2016, Pelnuntut 

Umum pada Keljaksaan Nelgelri l Kraksaan Kabupateln Proboli lnggo melngajukan 

pelrmohonan kasasi l telrhadap putusan Pelngadi llan Nelgelri l Kraksaan telrselbut; 

Melmbaca Melmori l Kasasi l tanggal 13 Julil 2016 dari l Pelnuntut Umum pada 

Keljaksaan Nelgelri l Kabupateln Proboli lnggo telrselbut selbagai l Pelmohon Kasasi l, yang 

di ltelri lma di l Kelpani ltelraan Pelngadi llan Nelgelri l Kraksaan pada tanggal 13 Julil 2016. 
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B. Pertimbangn Hukum Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara 

Melni lmbang bahwa belrdasarkan pelrti lmbangan telrselbut di l atas, Pelmohon 

Kasasi l/Pelnuntut Umum telrselbut ti ldak dapat melmbukti lkan bahwa putusan judelx facti l 

ti ldak melmelnuhi l keltelntuan Pasal 253 Ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 telntang Hukum Acara Pi ldana. Delngan delmi lkilan, belrdasarkan Pasal 254 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telntang Hukum Acara Pi ldana maka 

pelrmohonan kasasi l dari l Pelnuntut Umum telrselbut di ltolak; 

Melni lmbang bahwa karelna Telrdakwa di lbelbaskan, maka bi laya pelrkara pada 

selluruh ti lngkat pelradi llan dan pada ti lngkat kasasi l di lbelbankan kelpada Nelgara; 

Melngi lngat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telntang 

Hukum Acara Pi ldana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telntang Kelkuasaan 

Kelhaki lman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 telntang Mahkamah Agung 

selbagai lmana tellah di lubah delngan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan 

Pelrubahan Keldua delngan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 selrta pelraturan 

pelrundangundangan lai ln yang belrsangkutan; 

M El N G A D Il L Il: 

Melnolak pelrmohonan kasasi l dari l Pelmohon Kasasi l/Pelnuntut Umum pada Keljaksaan 

Nelgelri l Kabupateln Proboli lnggo telrselbut; 

Melmbelbankan bi laya pelrkara pada selluruh ti lngkat pelradi llan dan pada ti lngkat kasasil 

di lbelbankan kelpada Nelgara; 

Delmi lki lanlah di lputuskan dalam rapat musyawarah Majelli ls Haki lm pada hari l 

Rabu, tanggal 18 Marelt 2020 olelh Dr. H. Andi l Abu Ayyub Salelh, S.H., M.H., Haki lm 
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Agung yang di lteltapkan olelh Keltua Mahkamah Agung selbagai l Keltua Majelli ls Dr. H. 

Andi l Samsan Nganro S.H., M.H. dan Hi ldayat Manao, S.H., M.H., Haki lm-Haki lm 

Agung selbagai l Haki lm-Haki lm Anggota, putusan telrselbut di lucapkan dalam si ldang 

telrbuka untuk umum pada hari l dan tanggal i ltu juga, olelh Keltua Majelli ls yang di lhadi lri l 

Haki lm-Haki lm Anggota selrta Nurjamal, S.H., M.H., Pani ltelra Pelngganti l delngan ti ldak 

di lhadi lri l olelh Pelnuntut Umum dan Telrdakwa. 

 

C. Analisis Terhadap Putusan No. 511/K/PID.SUS/2020. 

Melmbaca Tuntutan Pi ldana Pelnuntut Umum pada Keljaksaan Nelgelri l 

Kabupateln Proboli lnggo tanggal 12 Meli l 2016 selbagai l belri lkut: 

1. Melnyatakan Telrdakwa WIlNDY AGUS PRIlYONO tellah telrbukti l belrsalah 

mellakukan Ti lndak Pi ldana “delngan selngaja dan tanpa hak melndi lstri lbusi lkan 

dan/atau melntransmi lsi lkan dan/atau melmbuat dapat di lakselsnya i lnformasil 

ellelktroni lk dan/atau dokumeln ellelktroni lk yang melmi llki l muatan pelnghi lnaan 

dan/atau pelncelmaran nama bai lk” selbagai lmana dalam dakwaan; 

2.  Melnjatuhkan pi ldana telrhadap Telrdakwa delngan pi ldana pelnjara sellama 4 (elmpat) 

bulan di lkurangi l sellama telrdakwa di ltahan delngan pelri lntah selgelra di ltahan; 

3.  Barang Bukti l : 

1 (satu) uni lt Handphonel melrk Nolki la modell 2323c-2 Ti lpel : RM-543 warna 

hi ltam-ungu dan si lm card Ilm3 No. 085655866766; Di lrampas untuk Nelgara; 

4.  Melneltapkan supaya Telrdakwa melmbayar bi laya pelrkara selbelsar Rp5.000,00 

(li lma ri lbu rupi lah); 
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Melmbaca Putusan Pelngadi llan Nelgelri l Kraksaan Nomor 313/Pi ld.B/2015/PN 

Krs tanggal 20 Juni l 2016 yang amar lelngkapnya selbagai l belri lkut: 

1.  Melnyatakan telrdakwa WIlNDY AGUS PRIlYONO, tildak telrbukti l selcara sah dan 

melyaki lnkan belrsalah mellakukan ti lndak pi ldana selbagai lmana 

surat dakwaan pelnuntut umum; 

2. Melmbelbaskan Telrdakwa olelh karelna i ltu dari l selgala tuntutan hukum; 

3. Melmulilhkan hak Telrdakwa dalam kelmampuan, keldudukan dan harkat selrta 

martabatnya; 

4. Melneltapkan barang bukti l belrupa : 

1 (satu) uni lt Handphonel melrk Noki la modell 2323c-2 Ti lpel : RM-543 warna hi ltam-

ungu dan si lm card Ilm3 No. 085655866766; Di lkelmbali lkan kelpada telrdakwa; 

5. Melmbelbankan bi laya pelrkara kelpada Nelgara; 

Melmbaca Akta Pelrmohonan Kasasi l Nomor 5/Akta.Pi ld.Kasasi l/2016/ PN Krs 

juncto Nomor 313/Pi ld.B/2015/PN Krs yang di lbuat olelh Pani ltelra pada Pelngadi llan 

Nelgelri l Kraksaan, yang melnelrangkan bahwa pada tanggal 30 Junil 2016, Pelnuntut 

Umum pada Keljaksaan Nelgelri l Kraksaan Kabupateln Proboli lnggo melngajukan 

pelrmohonan kasasi l telrhadap putusan Pelngadi llan Nelgelri l Kraksaan telrselbut; 

Melmbaca Melmori l Kasasi l tanggal 13 Julil 2016 dari l Pelnuntut Umum pada 

Keljaksaan Nelgelri l Kabupateln Proboli lnggo telrselbut selbagai l Pelmohon Kasasi l, yang 

di ltelri lma di l Kelpani ltelraan Pelngadi llan Nelgelri l Kraksaan pada tanggal 13 Julil 2016;  

Melmbaca pula surat-surat lai ln yang belrsangkutan; 
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Melni lmbang bahwa putusan Pelngadi llan Nelgelri l Kraksaan telrselbut tellah 

di lucapkan delngan hadi lrnya Pelnuntut Umum pada Keljaksaan Nelgelri l Kabupateln 

Proboli lnggo pada tanggal 20 Junil 2016 dan Pelnuntut Umum telrselbut melngajukan 

pelrmohonan kasasi l pada tanggal 30 Junil 2016 selrta melmori l kasasi lnya tellah di ltelri lma 

di l Kelpani ltelraan Pelngadi llan Nelgelri l Kraksaan pada tanggal 13 Julil 2016. Delngan 

delmi lki lan, pelrmohonan kasasi l belselrta delngan alasan-alasannya tellah di lajukan dalam 

telnggang waktu dan delngan cara melnurut undang-undang, olelh karelna i ltu 

pelrmohonan kasasi l Pelnuntut Umum telrselbut selcara formal dapat di ltelri lma; 

Melnurut pelnuli ls Mahkamah Agung melni llai l bahwa putusan Pelngadi llan Nelgelri l 

Kraksaan sudah telpat. Dalam pelrti lmbangan substansi l, Mahkamah Agung melnyatakan 

bahwa: Posti lngan yang di lbuat Telrdakwa di l grup Facelbook ti ldak melmelnuhi l ellelmeln 

utama dari l ti lndak pi ldana pelnghi lnaan atau pelncelmaran nama bai lk. Posti lngan telrselbut 

ti ldak selcara spelsi lfi lk di ltujukan kelpada saksi l Budi l Kusmarwoto, dan ti ldak ada bukti l 

bahwa Telrdakwa delngan selngaja melndi lstri lbusi lkan atau melntransmi lsi lkan i lnformasi l 

yang belrsi lfat pelnghi lnaan atau melncelmarkan nama bai lk. 

Melni lmbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telntang 

Hukum Acara Pi ldana melnelntukan bahwa telrhadap putusan pelrkara pi ldana yang 

di lbelri lkan pada ti lngkat telrakhi lr olelh pelngadi llan lai ln, sellai ln dari lpada Mahkamah 

Agung, Telrdakwa atau Pelnuntut Umum dapat melngajukan pelrmi lntaan kasasi l kelpada 

Mahkamah Agung kelcuali l telrhadap putusan belbas; 
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Melni lmbang, bahwa akan teltapi l Mahkamah Agung belrpelndapat bahwa sellaku 

badan Pelradi llan Telrti lnggi l yang melmpunyai l tugas untuk melmbilna dan melnjaga agar 

selmua hukum dan undang-undang di lselluruh wi llayah Nelgara di ltelrapkan selcara telpat 

dan adi ll, selrta delngan adanya putusan Mahkamah Konstiltusi l Nomor 114/PUU-

X/2012 tanggal 28 Marelt 2013 yang melnyatakan frasa “kelcuali l telrhadap putusan 

belbas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telrselbut tildak 

melmpunyai l kelkuatan hukum melngi lkat, maka Mahkamah Agung belrwelnang 

melmelri lksa pelrmohonan kasasi l telrhadap putusan belbas; 

Bahwa latar bellakang Telrdakwa melngupload tuli lsan telrselbut adalah karelna 

Manajelmeln pelrusahaan tildak melmpelrbolelhkan selluruh karyawan untuk melncari l 

pelnghasi llan tambahan di l luar selmelntara gaji l yang di lbayarkan di l pelrusahaan hanya 

selki ltar 50% bahkan 25% dari l yang selharusnya diltelri lma karelna kondi lsi l pelrusahaan 

yang seldang ti ldak bai lk; 

Bahwa posti lngan yang di lbuat olelh Telrdakwa telrselbut ti ldak di ltujukan selcara 

spelsi lfi lk olelh Telrdakwa kelpada saksi l Budi l Kusmarwoto, akan teltapi l di lupload dalam 

komuni ltas yang sama delngan Telrdakwa yang belkelrja di l PT Kelrtas Lelcels dan 

belrnasi lb sama pula delngan Telrdakwa; Bahwa Telrdakwa dalam pelrbuatannya telrselbut 

juga ti ldak melngupload status baru akan teltapi l hanya melmbelri lkan tanggapan atas 

status orang lai ln yang ada di l dalam grup GWL dan OVL dan si lfat dari l keldua grup 

telrselbut adalah telrtutup; 

Bahwa belrdasarkan fakta hukum yang rellelvan selcara yuri ldi ls yang telrungkap 

di l muka sildang telrselbut, juga ti ldak melnyelbutkan selcara spelsi lfi lk si lapa yang melnjadi l 
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pokok pelmbahasan dalam grup GWL maupun OVL pada saat i ltu yang telntunya saksi l 

Budi l Kusmarwoto ti ldak dapat selcara selrta melrta melnari lk di lri l dan melnelmpatkan 

di lri lnyalah yang melnjadi l obyelk dalam pelmbahasan grup telrselbut karelna dalam 

pelrusahaan PT Kelrtas Lelcels telrselbut ti ldak hanya saksi l Budi l Kusmarwoto yang 

melnjadi l pi lmpi lnan akan teltapi l ada juga orang lai ln yang melnjadi l pi lmpi lnan dari l 

Telrdakwa maupun telman-telman Telrdakwa dalam grup GWL maupun OVL; 

Bahwa olelh karelna telrdapat ellelmeln unsur utama dalam unsur i lni l yaknil 

ellelmeln unsur yang melmi llilki l muatan pelnghi lnaan dan/atau pelncelmaran nama bai lk 

ti ldak telrpelnuhi l, maka kelselluruhan unsur keldua dalam dakwaan tunggal Pelnuntut 

Umum i lni l harus juga di lnyatakan ti ldak telrpelnuhi l; Bahwa upaya hukum kasasil 

Pelnuntut Umum telrselbut ti ldaklah melmelnuhi l salah satu unsur dari l Pasal 27 ayat (3) 

juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 telntang Ilnformasi l dan 

Transaksi l Ellelktroni lk (IlTEl) maka Telrdakwa haruslah di lnyatakan ti ldak telrbukti l selcara 

sah dan melyaki lnkan mellakukan ti lndak pi ldana selbagai lmana di ldakwakan dalam 

dakwaan tunggal selhi lngga Telrdakwa haruslah di lbelbaskan dari l dakwaan telrselbut; 

Melni lmbang bahwa belrdasarkan pelrti lmbangan telrselbut di l atas, Pelmohon 

Kasasi l/Pelnuntut Umum telrselbut ti ldak dapat melmbukti lkan bahwa putusan judelx facti l 

ti ldak melmelnuhi l keltelntuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 telntang Hukum Acara Pi ldana. Delngan delmi lki lan, belrdasarkan Pasal 254 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telntang Hukum Acara Pi ldana maka 

pelrmohonan kasasi l dari l Pelnuntut Umum telrselbut di ltolak; 
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Melni lmbang bahwa karelna Telrdakwa di lbelbaskan, maka bi laya pelrkara pada 

selluruh ti lngkat pelradi llan dan pada ti lngkat kasasi ldi lbelbankan kelpada Nelgara; 

Melngi lngat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telntang 

Hukum Acara Pi ldana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telntang Kelkuasaan 

Kelhaki lman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 telntang Mahkamah Agung 

selbagai lmana tellah di lubah delngan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan 

Pelrubahan Keldua delngan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 selrta pelraturan 

pelrundangundangan lai ln yang belrsangkutan; 

M El N G A D Il L Il: 

1. Melnolak pelrmohonan kasasi l dari l Pelmohon Kasasi l/Pelnuntut Umum pada 

Keljaksaan Nelgelri l Kabupateln Proboli lnggo telrselbut; 

2. Melmbelbankan bi laya pelrkara pada selluruh ti lngkat pelradi llan dan pada ti lngkat 

kasasi l di lbelbankan kelpada Nelgara; 

Tuntutan Pelnuntut Umum: Pelnuntut Umum melnuntut Telrdakwa, Wi lndy Agus 

Pri lyono, delngan tuduhan mellakukan ti lndak pi ldana selsuai l delngan Pasal 27 ayat (3) 

juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telntang Ilnformasil 

dan Transaksi l Ellelktroni lk (IlTEl). Telrdakwa di lduga melndi lstri lbusi lkan atau melmbuat 

dapat di lakselsnya i lnformasi l ellelktroni lk yang melmi llilki l muatan pelnghi lnaan atau 

pelncelmaran nama bai lk. Pelnuntut Umum melnuntut pi ldana pelnjara sellama 4 bulan. 

Melnurut pelnuli ls Pelngadi llan Nelgelri l Kraksaan melnyatakan bahwa Telrdakwa 

ti ldak telrbukti l selcara sah dan melyaki lnkan mellakukan ti lndak pi ldana selbagai lmana 

di ldakwakan, dan olelh karelna i ltu melmbelbaskan Telrdakwa dari l selgala tuntutan 
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hukum. Pelnuntut Umum ti ldak puas delngan putusan belbas telrselbut dan melngajukan 

kasasi l kel Mahkamah Agung, yang belrwelnang melmelri lksa putusan belbas belrdasarkan 

putusan Mahkamah Konstiltusi l Nomor 114/PUU-X/2012. Pelrmohonan kasasi l 

di lajukan dalam jangka waktu yang selsuai l delngan keltelntuan hukum, selhi lngga selcara 

formi ll pelrmohonan telrselbut dapat di ltelri lma. Melnurut pelnuli ls melski lpun pada Pasal 

244 KUHAP pada awalnya mellarang pelngajuan kasasi l telrhadap putusan belbas, 

Mahkamah Agung belrwelnang untuk melmelri lksa pelrmohonan kasasi l belrdasarkan 

putusan Mahkamah Konstiltusi l yang melnyatakan bahwa frasa "kelcuali l telrhadap 

putusan belbas" ti ldak melmi llilki l kelkuatan hukum melngi lkat. 

Melnurut pelnuli ls Mahkamah Agung melni llai l bahwa putusan Pelngadi llan Nelgelri l 

Kraksaan sudah telpat. Dalam pelrti lmbangan substansi l, Mahkamah Agung melnyatakan 

bahwa: Posti lngan yang di lbuat Telrdakwa di l grup Facelbook ti ldak melmelnuhi l ellelmeln 

utama dari l ti lndak pi ldana pelnghi lnaan atau pelncelmaran nama bai lk. Posti lngan telrselbut 

ti ldak selcara spelsi lfi lk di ltujukan kelpada saksi l Budi l Kusmarwoto, dan ti ldak ada bukti l 

bahwa Telrdakwa delngan selngaja melndi lstri lbusi lkan atau melntransmi lsi lkan i lnformasi l 

yang belrsi lfat pelnghi lnaan atau melncelmarkan nama bai lk. 

Selrta melnurut pelnuli ls postilngan telrselbut telrjadi l dalam kontelks kelluhan 

telrhadap manajelmeln pelrusahaan telrkai lt kondi lsi l kelrja yang suli lt. Posti lngan di lunggah 

dalam grup Facelbook telrtutup, yang arti lnya hanya anggota grup yang dapat 

melngakselsnya. Ti ldak Ada Pellanggaran Hukum olelh Judelx Facti l: Mahkamah Agung 
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melnyi lmpulkan bahwa judelx facti l (Pelngadi llan Nelgelri l Kraksaan) ti ldak salah dalam 

melnelrapkan hukum dan ti ldak mellampaui l kelwelnangannya. Dan belrdasarkan putusan 

Mahkamah Agung melnolak pelrmohonan kasasi l dari l Pelnuntut Umum, dan 

melnguatkan putusan Pelngadi llan Nelgelri l Kraksaan yang melmbelbaskan Telrdakwa. 

Selluruh bi laya pelrkara pada ti lngkat pelradi llan, telrmasuk kasasi l, di lbelbankan kelpada 

Nelgara.  

Belrdasarkan anali lsi l pelnuli ls melngelnai l pelnelrapan hukum yang telpat bahwa 

Mahkamah Agung selcara telpat melmpelrtahankan putusan Pelngadi llan Nelgelri l 

Kraksaan delngan melnyatakan bahwa ti ldak ada ellelmeln yang melmelnuhi l unsur ti lndak 

pi ldana dalam Pasal 27 ayat (3) UU IlTEl. Putusan i lni l melnunjukkan bahwa ti ldak selti lap 

pelrnyataan atau kelluhan yang di lunggah di l meldi la sosi lal dapat di lkatelgori lkan selbagai l 

ti lndak pi ldana pelnghi lnaan atau pelncelmaran nama bai lk. 

Putusan i lnil melnggari lsbawahi l pelnti lngnya melli lndungi l kelbelbasan belrelksprelsi l, 

telrutama dalam kontelks kelti ldakpuasan telrhadap kondi lsil kelrja. Mahkamah Agung 

melmpelrli lhatkan bahwa hukum tildak bolelh di lgunakan selcara belrlelbi lhan untuk 

melnelkan kri lti lk yang sah, telrutama ji lka kri lti lk telrselbut ti ldak selcara langsung melnyasar 

i lndi lvildu telrtelntu delngan nilat jahat. Putusan ilni l melmbelri lkan prelseldeln pelnti lng 

melngelnai l batasan pelnelrapan Pasal 27 ayat (3) UU IlTEl, melngi lngat selri lngnya pasal i lni l 

di lgunakan dalam kasus-kasus yang belrkai ltan delngan meldi la sosi lal. 
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Pelnuntut Umum pelrlu lelbi lh celrmat dalam melngajukan tuntutan belrdasarkan 

UU IlTEl. Kasus i lni l melnunjukkan pelnti lngnya melmasti lkan bahwa selti lap unsur ti lndak 

pi ldana belnar-belnar telrpelnuhi l selbellum melmbawa kasus kel pelngadi llan, untuk 

melnghi lndari l kelsalahan pelnuntutan yang bi lsa melrugi lkan hak-hak telrdakwa. Selcara 

kelselluruhan, putusan Mahkamah Agung dalam kasus i lni l melncelrmi lnkan keladi llan dan 

pelrli lndungan telrhadap hak asasi l manusi la, khususnya hak atas kelbelbasan belrelksprelsi l. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari l pelnelli lti lan yang di llakukan, dapat di lambi ll belbelrapa kelsi lmpulan, dil 

antaranya: 

1. Alat Bukti l adalah selgala selsuatu yang ada hubungannya delngan suatu 

pelrbuatan, di lmana delngan alat-alat bukti l telrselbut, dapat di l pelrgunakan 

selbagai l bahan pelmbukti lan guna melni lmbulkan kelyaki lnan haki lm atas 

kelbelnaran adanya suatu ti lndak pi ldana yang tellah di llakukan olelh telrdakwa. 

Keldudukan alat bukti l ellelktroni lk selbagai l alat bukti l dalam hukum pildana 

Ilndonelsi la selndi lri l bellum melmpunyai l status yang jellas. Eldmon Makari lm 

melngelmukakan bahwa kelbelradaan alat bukti l ellelktroni lk masi lh sangat relndah. 

Dalam melngelmukakan alat buktil ellelktroni lk selbagai l alat bukti l yang sah dan 

belrdi lri l selndi lri l, harus dapat melnjami ln bahwa relkaman atau data, belrjalan 

selsuai l delngan keltelntuan yang belrlaku. 

2. Ti lndak pi ldana pelncelmaran nama bai lk yang dilbelntuk olelh pelmbelntuk 

Undang-Undang, bai lk yang belrsi lfat umum, maupun yang belrsi lfat khusus 

di ltujukan untuk melmbelri l pelrli lndungan bagi l kelpelnti lngan hukum melngelnai l 

rasa harga di lri l kelhormatan maupun nama bai lk orang Pelri llaku pelncelmaran 

nama bai lk sangat elrat delngan pelri llaku pelnghi lnaan yang arti lnya adalah 

pelri llaku melnyelrang nama bai lk atau kelhormatan. Melnurut pelngelrti lan umum 
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pelncelmaran nama bai lk melrupakan pelrbuatan melnye lrang kelhormatan dan 

nama bai lk selselorang Pelncelmaran nama bai lk melrupakan salah satu belntuk 

pelmbunuhan karaktelr yang dapat di lkatelgori lkan selbagai l pellanggaran Hak 

Asasi l Manusi la. Pellanggaran Hak Asasi l Manusi la melrupakan masalah dalam 

masyarakat umum, maka hukum pi ldana melngakomodasi lnya dalam Ki ltab 

Undang - Undang Hukum Pildana. Pelnghi lnaan/pelncelmaran nama bai lk mellalui l 

facelbook melmi lli lki l karaktelr yang mudah di llakukan, mudah telrselbar dan 

di lkeltahui l publilk, dapat di llakukan olelh selmua pelngguna, dampak langsungnya 

telrbelntuk opi lni l publi lk dan lai ln selbagai lnya. Sellai ln i ltu, mellalui l seljumlah 

putusan di lkeltahui l bahwa kali lmat kuti lpan bukan melrupakan 

pelnghi lnaan/pelncelmaran Nama Bai lk, pelnghi lnaan/pelncelmaran nama bai lk 

bukan Kri lti lk Sosi lal, pelnye lbutan nama yang ti ldak selmpurna delngan melli lhat 

melnsrela, pelnghi lnaan/pelncelmaran nama bai lk melrupakan kelrugi lan i lmmatelri lal. 

Belrdasarkan UU IlTEl, melngatur pelrbuatan pelncelmaran nama bai lk pelrbuatan 

yang di llarang dan pada pasal 27 ayat (3) dan pasal 36 antara lai ln: “Selti lap 

Orang delngan selngaja dan tanpa hak melndi lstri lbusilkan dan/atau 

melntransmi lsi lkan dan/atau melmbuat dapat di lakselsnya Ilnformasi l E llelktroni lk 

dan/atau Dokumeln Ellelktroni lk yang melmi lli lki l muatan pelnghi lnaan dan/atau 

pelncelmaran nama bai lk. 

3. Mahkamah Agung selcara telpat melmpelrtahankan putusan Pelngadi llan Nelgelri l  

Kraksaan delngan melnyatakan bahwa ti ldak ada ellelmeln yang melmelnuhi l unsur 

ti lndak pi ldana dalam Pasal 27 ayat (3) UU IlTEl. Putusan i lni l melnunjukkan 
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bahwa ti ldak selti lap pelrnyataan atau kelluhan yang di lunggah di l meldi la sosi lal 

dapat di lkatelgori lkan selbagai l ti lndak pi ldana pelnghi lnaan atau pelncelmaran nama 

bai lk. Putusan ilni l melnggari lsbawahi l pelnti lngnya melli lndungi l kelbelbasan 

belrelksprelsi l, telrutama dalam kontelks kelti ldakpuasan telrhadap kondi lsi l kelrja. 

Mahkamah Agung melmpelrli lhatkan bahwa hukum tildak bolelh di lgunakan 

selcara belrlelbi lhan untuk melnelkan kri lti lk yang sah, telrutama ji lka kri lti lk telrselbut 

ti ldak selcara langsung melnyasar i lndi lvi ldu telrtelntu delngan ni lat jahat. Putusan 

i lni l melmbelri lkan prelseldeln pelnti lng melngelnai l batasan pelnelrapan Pasal 27 ayat 

(3) UU IlTE l, melngi lngat selri lngnya pasal i lni l di lgunakan dalam kasus-kasus yang 

belrkai ltan delngan meldi la sosi lal. Pelnuntut Umum pelrlu lelbi lh celrmat dalam 

melngajukan tuntutan belrdasarkan UU IlTEl. Kasus i lni l melnunjukkan 

pelnti lngnya melmasti lkan bahwa selti lap unsur ti lndak pi ldana belnar-belnar 

telrpelnuhi l selbellum melmbawa kasus kel pelngadi llan, untuk melnghi lndaril 

kelsalahan pelnuntutan yang bi lsa melrugi lkan hak-hak telrdakwa. 

B.   Saran 

1. Alat buktil sangat belrpelngaruh pelnti lng dalam hukum untuk melmpelrkuat suatu 

ti lndakan hukum, Keldudukan alat bukti l ellelktroni lk selbagai l alat bukti l dalam hukum 

pi ldana Ilndonelsi la selndi lri l bellum melmpunyai l status yang jellas, Dalam 

melngelmukakan alat bukti l ellelktroni lk selbagai l alat buktil yang sah dan belrdi lri l 

selndi lri l, harus dapat melnjami ln bahwa relkaman atau data, belrjalan selsuai l delngan 

keltelntuan yang belrlaku. 



58 

 
 

2. Pelncelmaran nama bai lk melrupakan salah satu belntuk pelmbunuhan karaktelr yang 

dapat di lkatelgori lkan selbagai l pellanggaran Hak Asasi l Manusi la. Pellanggaran Hak 

Asasi l Manusi la melrupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum 

pi ldana melngakomodasi lnya dalam Ki ltab Undang - Undang Hukum Pi ldana untuk 

melli lndungi l selselorang atas ti lndak pelncelmaran nama bai lk, dan di latur pula dalam 

UU IlTEl, melngatur pelrbuatan pelncelmaran nama bai lk pelrbuatan yang di llarang dan 

pada pasal 27 ayat (3) dan pasal 3. 

3. Pelnti lng bagi l Pelnuntut Umum untuk melmahami l bahwa dalam kasus-kasus yang 

melli lbatkan pasal-pasal telrkai lt pelnghi lnaan atau pelncelmaran nama bai lk, harus ada 

bukti l yang kuat yang melnunjukkan bahwa unsur-unsur ti lndak pi ldana telrselbut 

telrpelnuhi l. Dalam hal i lni l, MA tellah melnelgaskan bahwa ellelmeln-ellelmeln pelnti lng 

dari l pasal yang di ldakwakan ti ldak telrbukti l. Pelnuntut Umum dan aparat pelnelgak 

hukum lai lnnya pelrlu di llati lh lelbi lh lanjut melngelnai l i lntelrpreltasi l dan pelnelrapan 

pasal-pasal dalam UU IlTEl, khususnya yang belrkai ltan delngan pelnghi lnaan dan 

pelncelmaran nama bai lk. Hal i lni l untuk melnghi lndari l pelngajuan kasus yang ti ldak 

kuat selcara hukum dan untuk melncelgah kri lmi lnali lsasi l yang belrlelbi lhan telrhadap 

kelbelbasan belrelksprelsi l. Dalam kasus-kasus yang melli lbatkan konfli lk di l telmpat 

kelrja atau yang belrasal dari l kelluhan telrkai lt tilndakan manajelri lal, bilsa 

di lpelrti lmbangkan pelndelkatan meldi lasi l atau solusi l relstorati lf selbellum melmbawa 

kasus kel ranah pi ldana. Ilni l dapat melmbantu melnyellelsai lkan pelrselli lsi lhan tanpa 

harus mellalui l prosels hukum yang panjang dan melmakan waktu. Pelrlu ada 

pelngawasan yang lelbi lh keltat telrhadap pelnelrapan UU IlTEl untuk melmasti lkan 
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bahwa hukum ti ldak di lgunakan selcara selwelnang-welnang atau untuk melnelkan 

kelbelbasan belrpelndapat, telrutama dalam kasus yang belrsi lfat pri lbadi l atau telrkai lt 

di lnami lka ilntelrnal pelrusahaan. Selbellum melngajukan kasasi l, Pelnuntut Umum 

harus mellakukan elvaluasi l melnye lluruh telrhadap kelkuatan dan kellelmahan kasus 

telrselbut, telrmasuk kelmungki lnan belrhasi llnya kasasi l belrdasarkan bukti l dan alasan 

hukum yang ada. Ilni l akan melmbantu dalam pelngambi llan kelputusan yang lelbi lh 

bi ljak melngelnai l apakah kasasi l harus di lajukan atau ti ldak. 
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